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PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA
(Aplikasi Penerapan Gadai Syariah pada ULGS Cabang Pamekasan dan
Yogyakarta )
Oleh : Ruslan Abdul Ghofur
ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (/ibrary research) yang
dikombinasikan dengan penelitian lapangan (fie/d research) pada Perum
Pegadaian Indonesia sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas
penerapan gadai syariah (ULGS).

Penelitian ini dirasa perlu secara akademis sebagai sumbangan penelitian
terutama mengenai pegadaian syariah yang pada saat ini, dapat dikategorikan
sebagai institusi dan produk baru-dalam-lembaga keuangan Islam, serta berguna
bagi peneliti lain yang ingin  lebilr lanjut‘meneliti gadat syariah.

Secara praktis penelitian inidiharapkan dapat menjadi masukan bagi para
praktisi Pegadaian Syariah"daneimasyarakat’ luas agar dalam mengembangkan
Gadai Syariah, di masa yang akanydatang’

Pendekatan yang digunakan<dalam penelitian ini yaitu fenomenologis
dengan melihat penerapan| gadai syariah yang berlaku di ULGS Pamekasan dan
Yogyakarta. Maksud dan=pembatasan ini ialah untuk lebih memfokuskan
penelitian, agar memperoleh gambaran yangjelas mengenai aplikasi gadai syariah
pada Perum Pegadaian yang, diwakili‘oleh ULIGS Cabang Pamekasan yang telah
beroperasi lebih dulu dan ULGS Cabang Yogyakarta yang berdin kemudian.
Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode
desknptif, komparatif, dan/cvaluatif-keritis. Metode/deskmptif digunakan dalam
mendeskripsikan konsep gadai~Konvensional dan rahn, dai metode komparatif
digunakan dalam mengkomparnatifkanskedyanya guna menemukan konsep gadai
syariah. Sedangkan metode.evaluatif-digunakan sebagai pisau analisis dalam
menganalisa secara kritis aplikasi penerapan_gadai syariah yang dilaksanakan
Perum Pegadaian,

Hasil penelitian 1ni dapat dijelaskan sebagai berikut, Unit layanan gadai
syariah pada Perum Pegadaian merupakan suatu unit mandiri yang melayani gadai
syariah, dan secara organisasi ULGS Pamekasan dan Yogyakarta serta ULGS lain
di Indonesia tetap dibawah Perum Pegadaian. _

Secara legal formal ULGS belum memiliki landasan hukum yang khusus
baik berupa UU atau Peraturan Pemerintah, sedangkan secara syar’t ULGS
memiliki landasan yang cukup kuat yakni dengan menjadikan dalil a/-Qur an dan
as-Sunnah serta [jma dan Fatwa MUI sebagai landasan dalam menjalankan
aktifitasnya. Sistem manajerial ULGS dapat dilihat dari struktur organisasi Perum
Pegadaian, di mana dalam struktur tersebut Perum Pegadaian memiliki dewan
khusus yang berwenang mengawasi, memberikan' saran dan masukan dalam hal
syar’1i kepada Direktur, UUS, dan Pimpinan Cabang ULGS.

Vil



Dalam pengelolaannya ULGS tidak menggunakan unsur bunga dalam
mencari keuntungan serta tetap memegang aspek sosial yang diembannya. ULGS
memperoleh keuntungan dari jasa simpan dan pada Cabang tertentu mendapat
penghasilan dari toko emas “galeri 24°° semata. Hal ini disebabkan oleh belum
adanya upaya memberdayakan aspek-aspek yang dimiliki ULGS baik dan segt
SDM, SDA maupun teknologi.

Kata kunci : ULGS (Unit Layanan Gadai Syanah)
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THE ISLAMIC PAWNSHOP IN INDONESIA
(Application of Applying Islamic Pawn at ULGS Branch Pamekasan and of
Yogyakarta )

By: Ruslan Abdul Ghofur
ABSTRAC

This Research is a library research which combined with field research at
Perum Pegadaian (pawnshop company) of Indonesia, as institution of financial
which responsible for practice of Islamic pawn (ULGS).

This Research is academically important, as research contribution of
Islamic pawnshop, where today is categorized as a new product and institution in
Islamic financial institutional, and also useful for other researcher who wants
make an Islamic pawn research.

Practically this research is expected to become an input for all
practitioners of Islamic Pawnshop and for the society to develop Islamic Pawn for
the future.

An Approach that"used, in. this research is phenomenologic by seeing
practice of Islamic pawn|itDULGS Pamekasan and Yogyakarta. The reason of this
demarcation is to focused ongfesearch,—in case to get clear picture about
application of Istamic pawn at Perum Pegadaian office which is represented by
ULGS Branch Pamekasant whice had operated in advance and ULGS Branch
Yogyakarta stand later.

Otherwise, methods that used in this research are method of descriptive,
comparative and evaluative critize The descriptive Method 1s used to describe the
conception of conventional pawn and|rahn| the comparative method is used to
compare both conventional/pawn\and rakz-to found the concept of islamic pawn.
While evaluative method is used as the key word to critically analyzing the
practice of Islamicpawn ip Perum-Pegadaian.

The resultvof thig rescarchiCan.béyexplaineéd-as.follows, ULGS at Perum
Pegadaian 1s an self-supporting unit which serve an Islamic pawn,
organizationally ULGS “Pamekasan” and/\Yogvakarta, and also other ULGS in
Indonesia is remain under Perum Pegadaian.

Legallypand formally=lJ[GSpdeesn t=haye specific legality in the form of
UU or Regulation of Govemment, ‘otherwise syars=ULGS has the strong basic;
al-Qur'an and as-Sunnah and also /jma and Religious advices of MUI for base in
run. The pawn managerial system of ULGS can be sawn at the organizational
structure of Perum Pegadaian. In that Perum Pegadaian, they have special council
that observe, suggest and give the syar'i view to Director, UUS, and Branch
manager of ULGS.

In a management, ULGS 1s out of nbawi’s practice without using interest
element in searching for benefit and also remain to hold social missions. ULGS
gets the advantage from saving services in some branches of ULGS they get
benefits just from gold shops "gallery 24". This is happen, because ULGS not
empowering yet many aspects that they have such as mans power, natural powcr,
ind technology.

Keyword: ULGS (Unit of Islamic Pawn Service).
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal
22 Januari 1988.

L Konsonan Tunggal

| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

= Ba SLAKA -

o Ta 2 t /Z -

& Sa ;7_3 (U) s (dengan titik di atas)
&= Z

d dam > A -

c Ha’ 5 3 h (dengan titik di bawah)

¢ Kha | JJIMJIP‘JI :

S Dal

3 Lm I v p s I TAzgxgan titik di atas)

p)

} =

o -

- Syin 3% -
N2 Sad s s (dengan titik di bawah)
# Dad d d (dengan titik di bawah)
b Ta’ [ t (dengan titik di bawah)
b 7a z z (dengan titik di bawah)
& ‘Aln ‘ koma terbalik ke atas
£ Gain g -

A Fa’ f -

3 Qat q -
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& Kaf k -
J Lam I -
2 Mim m -
o Nin n i
3 Wawu w -
o Ha h -
¢ Hamzah ‘ apostrof
S Ya’ y -

II. Konsonan Rangkap karﬁ Syaddah/ditulis rangkap
<

muta’addidah
‘iddah

ddman

VISEINOGN\E,)

L. 7Ta’ Marbatah di akhir kﬁ%ﬂ]ﬂfﬂ}@‘

a. Bila dimatikan tulis /

L
WS> dl "ﬂ v EEitu’qiss I Ii Ks hikmah

- ISLak A Jiyal
(Ketentuan ixl N@(NE(&&A@ yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila @’ marbinah ditkuti dengan kata sandang “«/” serta bacaan kedua itu
terpisah, maka ditulis dengan /

| s\ 54 dal S ditulis ( karamah al-auliya’
c. Bila ta’ marbiyah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah
ditulis ¢
Sadh 3 { ditulis ( zakar al-fitr

Xiv



IV. Vokal Pendek

_______ fathah ditulis a
S kasrah ditulis 1
S dammah ditulis u
V. Vokal Panjang
B Fathah + alif ditulis a
idatr ditulis jahiliyah
2. Fathah + ya’ mati ditulis a
(oo ditulis tansa
3. Kasrah + ya’m ISLIAAM  Qitulis i
£ S 2 /j' ulis karim
4. dammah + wawu ngti giulis it
ET ditulis furid
éf
V1. Vokal Rangkap o - wo -
SR
I Fathah + ya’ mati ditulis ai
l 1l ~ bainakum
2. Fathdlt + wawu mat itulis au
5 |SL AN

VII. Vokal Pendek yalManMﬁa%lﬁxn dengan apostrof

pe ditulis a’antum
s ditulis w'iddat
f =S o3 ditulis la'in syakartum
VIII. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila ditkuti hurut Qamariyyah
Qi ah ditulis al-Qur’an
Yl ditulis al-Qiyas
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b. Bila ditkuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah
yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)-nya.

s Lot ditulis as-Sama’
oAl ditulis asy-Syams
IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
P 3 ditulis zawi al-furiid
Lt faf /_d.l.tul:\ ahl as-Sunnah
(U) 1SEAM ~)
g Z
7))
1a v (2)
Ll
S m
z L
D >
S
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan merupakan sebuah
ungkapan yang tidak asing dalam perekonomian, kebutuhan yang tak terbatas dan
alat pemenuhnya vyang terbatas, merupakan faktor penyebab timbulnya
permasalahan-permasalahan ekonemt yang sangatkompleks.

Kebutuhan individu terhadap peménuhan sandang, pangan dan papan, baik
vang berupa barang maupun jasa‘merupakan/kebutuhan dasar yang tidak dapat
dinafikkan begitu saja, pentingnya pemenuthan terhadap segala aspek kebutuhan
vang ada menyebabkan setiap individu/dalam imasyarakat berusaha untuk mencart
barang/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnva, dengan berupava
semakstmal mungkin” mencar ‘sela<Se€la yang“memilikt nilai“ekonomis untuk
menutupt kebutuhan vang ada.

Sangat tronis jika kebutuhan untukvmemienthi hidup vang telah menjerat
perckonomian  masyarakat dimanfaatkan oleh pthak-pihak tertentu vang
berkeinginan untuk sekedar mengambil keuntungan dari kelemahan orang iain.

Secara makro dapat kfta Iihat, bahwa adanya kebutuhan vang tak terpenuhi
disatu sist dan keinginan yang tak terbatas di sisi lain, dapat membawa fenomena
vang menyimpang dalam masyarakat, seseorang vang sangat terdesak untuk
sekedar memenuhi kebutuhan hidup atau keberlangsungan hidup misalnva, rela

melakukan pencurian, perampokan dan bahkan menghalalkan segala model



pencaharian harta yang tidak dibenarkan oleh norma bermasyarakat maupun
beragama.

Sedangkan di sisi vang lain, adanya keinginan yang tak terbatas pada
setiap individu membawa efek negatif yang cukup besar terutama bila tidak diatur
dan dikontrol sebaik mungkin, bagi individu yang standar hidup telah tercukupi
secara ekonomis musalnya, adanya efek keinginan yang tak terbatas dapat
membuat seseorang semakin senang untuk menumpuk harta kekayaan dengan
batasan vang tak terhingga.

Seiring dengan kesenangan untuk pmenumpuk-numpuk harta kekayaan,
dapat mendorong perubahan presepsi dalamimengartikan harta, yakni bukan lag
sebagai alat yang berfungsi sekedar! untuk “memenuht kebutuhan hidup
(konsumsi), tetapi telah beralih kepada/motif juntuk menjadikan harta sebagai
simbol prestise dan pembentuk identitas diri, sehingga mau atau tidak akan
tercipta kelas-kelas sestal vang bérbeda-di tengah-masyarakaty

Beralihnya motif pencaharian harta-sertaztimbuhnya mode penimbunan
harta kekavaan pada segelintit oradg, defgan-membiarkafi\banvak orang berada
pada posisi kekurangan. sangat berdampak negatif pada timbul dan tumbuh
suburnya kesenjangan di masyarakat.

Islam sebagai agama vang tidak hanva berbicara mengenat hubungan
makhluk dengan Tuhan-nva. tetapi juga sebagai agama vang secara universal
membahas segala aspek dalam kehidupan. sekiranva telah mengajarkan kepada

manusia agar menjalani kehidupan dunia ini tidak terpukau dan terbelengguh oleh

U Damsar, Sosilogi Ekonomi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal 130, 140



segi lahiriyah dan matrial belaka (matrelisme),? vang membuat manusia lupa
untuk saling berbuat baik serta tolong-menolong, sebagai reflekst dan
" keberadaannya sebagai makhluk sosial vang tidak akan bisa lepas dari kebutuhan
terhadap makhluk lain.

Budaya vang diajarkan Islam untuk saling tolong-menolong pada dasarnya
dapat menjadi solusi dari berbagai problem yang dihadapi masyarakat.

Anjuran untuk saling tolong-menolong dalam penerapannya dapat melalui
beberapa cara, yang tanpa disadari dapat-memberikan arti yang amat penting bagi
tumbuhnya kebersamaan.

Contoh rul budaya tolong-ménolong di| masyarakat yakni berupa
pemberian dan pinjaman atas barang/harta atau’jasa, vang secara luas dapat
diartikan bahwa pemberian merupakan/pertolongan(vang diberikan secara cuma-
cuma kepada mercka yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan apapun,
sedangkan pinjamansmerupakan‘suatu-bantuari~yang hardS dikembalikan, konsep
int sebenarnya telah difahami seeara mendalam/oleh sebahagran orang terutama
masvarakat Islam Indonesiawang telah mengenal-adat.goteng rovong sejak lama.

Pemberian bantuan secara cuma-cuma sering dimaknai sebagai bagian dari
model infak dan sedekah, sedangkan pinjaman pada kurun dewasa ini, cenderung
membutuhkan alat pengikat (jaminan) sebagai konsckwensi dari kewajiban untuk

mengembalikan pinjaman yang ada. Hal semacam ini dalam Islam dikenal dengan

2 Ali Yafi, Menggagas Figh Sosial (Bandung Mizan, 1994), hal 200. lihat juga firman
Allah SWT (QS 57 20) “Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia 1tu berupa permainan,
kesantaian, paméran, kebanggaan, perlombaan memperbanyak harta benda dan keturunan, semua
itu laksana keadaan hujan yang menjadikan tumbuhan mempesona petani dan pada gilirannya
menjadi layu kemudian punah.”



rahn, yang dalam konsep figh merupakan suatu sarana pengikat terhadap
pinjaman atau transaksi tidak tunai yang dilakukan antara kedua belah pihak.’

Perkembangan konsep rahn dewasa ini, lebih populer di masyarakat
dengan istilah gadai vang diarttkan sebagai suatu hak vang diperoleh seorang
piutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh pihak yang berhutang
disebabkan hutangnya.*

Rahn dan gadai merupakan sebuah aktifitas ekonomt yang sangat erat
kaitannya dengan peroses pemenuhan—kebutuhan masyarakat, terutama
masyarakat yang kondisi perekonomianyal tidak menentu, sehingga konsep rahn
dalam figh kiranya merupakan| sebuahtsolusi ferhadap kekurangan tersebut.
Sedangkan fenomena gadai vang dapat kita|lihat pada Perum Pegadaian saat ini,
vang dikhawatirkan akan terlepas: dari (konsep| foleng-menolong dan akan sangat
disavangkan jika lebih cenderung masuk dalam motif mencari keuntungan sebagai
Perusahaan Umum (RPerum) semata.

Dari latar belakang di atas)Kiranya-perhnantuk membahas lebih lanjut
mengenai bagaimana konsep jgadai dalam,ekenomiskonvensional, konsep rahn
dalam figh dan konsep gadai svariah yang baru-baru ini diluncurkan sebagai salah
satu produk dari Perum Pegadaian dalam bentuk Unit Layanan Gadai Syariah
(ULGS), vang diantarnva Cabang Pamekasan dan Yogyakarta dan menganalisa
kesesuaian konsep ini dengan semangat berekonomi dalam islam, guna

mewujudkan masvarakat yang sejahtera (falah).

* Rahmad Syafite, Problematika Hukum Islam Kontemporer (buku ketiga), dalam
Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshariy (ed) (Jakarta: LSIK, 1997}, hal. 60. -

* Marzuki Usman. Manajemen Lembaga Keuangan (Jakarta: Intermedia, 1995), hal.
357



B. Rumusan Masalah
Agar lebih jelasnya pembahasan tesis ini maka dari uraian di atas dapat
" dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai bertkut :

a. Apa yang dimaksud dengan konsep gadai syariah dan bagaimana
hakikat konsep tersebut jika dilihat dari konsep gadai konvensional
dan konsep rahn dalam figh ?

b. Mengapa konsep gadai syariah menjadi konsep gadai alternatif dari
konsep gadai yang ada?

c. Bagaimana aplikasi penerapan Konsep gadai syariah di Unit

" Layanan Gadai Syariah((ULGS)} pada Perum Pegadaian ?

C. Batasan Masalah

Permasalahan vang dibahas”/dalam’ penelitian tesis ini merupakan
permasalahan vang ménydngkutslembapa) Ketuangan- (slamVang relatf baru
tumbuh di tengah-tengah masyvarakat Indonesia dan disebabkan oleh luasnya
lembaga keuangan Islam yang ada, maka penelitian in1 membatasi kajian pada
aplikasi gadai syariah vang diterapkan Perum Pegadaian Indonesia yang berperan
scbagai satu-satunva lembaga pegadaian mitlik negara vang telah membuka
layanan gadai syariah.

Perum Pegadaian merupakan Perusahaan yang diberikan wewenang oleh
pemerintah secara penuh untuk mengelola sistem gadai (pegadaian) vang
memiliki Kantor Wilayah di settap propinsi dan Kantor Cabang di sctiap
Kabupaten dan Kantor Kas vang tersebar di banvak tempat. Adanya wewenang

inillah vang mendorong Perum Pegadaian mengembangkan perusahaan dengan



membuka Kantor Cabang Pegadaian Syariah, yang lebih dikenal dengan Unit
l.avanan Gadat Syariah (ULGS), pada awal tahun 2003.

Perum Pegadaian pada tahap awal telah membuka tiga kantor cabang
gadai syariah vakni Cabang Dewi Sartika (Jakarta), Cabang Joko Tole
(Pamekasan 9 Madura) dan Cabang Sentral (Sulawesi Selatan) vyang masing-
masing cabang tersebut telah beroperasi lebih darn satu tahun.

Pada akhir 2003 Perum Pegadaian membuka kembalt Unit layanan gadai
syariah vakni pada Cabang Yogvakarta, Batam, Bandung, dan terakhir membuka
Umit layanan di Semarang.

Dan banvaknya Cabang unif layanan gadaisyariah yang ada, penelitian ini
membatasi dalam pengambil objek penelitian—yakni pada ULGS Cabang
Pamekasan dan Yogyakarta.

Waktu penelitian inipun dibatasi, yakni dari awal dibukanya kantor ULGS
Pamekasan dan Yogyakartd sampar Saat penclitian ini dilakuKan yakni bulan

Maret dan April 2004.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan vang akan dibahas maka tujuan
vang akan dicapai ialah untuk memahami secara mendasar mengenar konsep
Pegadaian Syariah serta mendiskripsikan aplikasi penerapan konsep gadai syariah
di Perum Pegadaian agar dapat dianalisa lebih lanjut mengenai posisi Pegadaian

Syariah.



Aspek kegunaan penclitian ini secara akademis yakni memberikan
sumbangan penelitian terutama mengenai pegadaian syariah yang pada saat ini
~ masih dapat dikategorikan sebagai institusi dan produk baru dalam lembaga
keuangan Islam. serta berguna bagi peneliti lain vang ingin lebih lanjut meneliti
gadai syariah.

Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan
bagi para praktisi Pegadaian Syariah dan masyarakat luas agar dalam
mengembangkan Gadai Syariah, yang detap dijiwai dan sejalan dengan prinsip-

prinsip Syar’1.

E. Telaah Pustaka

Di Indonesia kajian mengenai-pégadaian-syariah merupakan isu, yang
mewacana cukup lama di kalangan prakfisi lembaga keuangan Islam, akan tetapi
wacana vang ada tersebut*hanva sebatas endapan.pemikirany dan-baru akhir-akhir
int dapat teraplikasi vakni dengdn dibukanya Pegadaian Svariah oleh Perum
Pegadaian yang bekerja sama dengan Bank Muamalah Indonesia.

Banyak penelitian dan kajian yang membahas gadai atau rahin tetapi
sangat sedikit sekali makalah, buku, atau karya tlmigh lain vang membahas dan
terfokus pada gadai svariah.

Ada beberapa tesis yang membahas konsep gadai secara umum vakni tesis
dari saudara Syarifuddin yvang berjudul “Nilai-nilai Islam dalam tradisi gadai pada
masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin™. Dan tesis dari saudara Hindun vang
imembahas hubungan antara latar belakang nasabah dengan tingkat peminjaman

uang vang merupakan study kasus pada pegadaian di wilayah Samarinda, Kaltim.



Kedua Tesis tersebut merupakan tesis pada program MSI Ull yang secara spesifik
tidak membahas mengenai gadai syariah.

Sedangkan dari buku-buku literatur mengenai Ekonomi Islam, kam: baru
menemukan satu buku vang membahas Gadai Syariah, yakni buku yang ditulis
oleh Muhammad dan Solikul hadi, berjudul Pegaduian Syariah yang membahas
konsep pegadaian konvensoinal, aspek legal gadai (ra/n) dalam Islam, pegadaian
menurut Islam dan konstruksi pegadaian syart’ah.

Buku ini secara mendasar t€lah- membahas, konsep gadai dan rahn serta
mengkonstruksi ulang konsep gadai yang sesuai-dengan syariah, tetapi belum
secara jelas menganalisa mengenat; hakikat gadaisyariah dewasa ini, jika dilihat
dart konsep gadai konvensionalZdan Kkonsep rafin dalam figh. Serta belum
menganalisa aplikasi penerapankonsep|‘Gadai-Syariah yang telah berjalan di
Indonesia.

Sedangkan buku-buka lain yang banyak ditemukan ialah buku-buku yang
membahas mengenai konsep gadatrdan-konsep rufin secara terpisah. Sepertt buku
berjudul /igh Sunnal karya [Sayyid_Sabiq, buku. bBegudul Bank dan. lembuga
keuangan lain, karya Sri Sustlo. Dalam kedua buku ini pemaparan mengenai
konsep gadai dan rahn menempati posisi sub bab vang hanya membahas sekitar

konsep vang meliputi manajerial dan ststem operastonal.



F. Pendekatan dan Metode Penelitian
1. Jenis dan pendekatan penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (/ibrary research) yang
dikombinasikan dengan penelitian lapangan (field research) pada Perum
Pegadaian Indonesia sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab
atas penerapan gadai syariah (ULGS).
Sedangkan pendekatan vang digunakan ialah pendekatan fenomenologis
yakni dengan melihat penerapan, gadai syariah vang berlaku di Perum
Pegadaian sebagai aplikasi penerapanyteori-dan konsep yang diasumsikan

mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan’ keadilan.?

2. Objek dan lokasi penelitian

Dalam penelitin ini, vang menjadi objek’ penelitian 1alah aplikasi penerapan
gadai syariah|pada Perum, Pegadaian (ULGS) di [ndones:a.

Sedangkan sampel yangy dijadikan lekasi penelitian talah Unitt Layanan
Gadai Syariah Cabang Pamekasan dan, Unit Layanan Gadai Syariah
Yogyakarta. Maksud darnt pembatasan sampel im ialah untuk lebih
memfokuskan penelitian, agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai
aplikasi gadai syariah pada Perum Pegadaian yang diwakili oleh ULGS
Cabang Pamekasan vang tclah beroperasi lebih dulu sebagai percontohan
pegadaian svariah vang akan berkembang selanjutnya, dan ULGS Cabang

Yogyakarta mewakili dari ULGS yang berdin kemudian.

5 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Y ogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hal 262,
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3. Metode analisa dan pengumpulan data

Metode yang digunakan ialah metode deskriptif, komparatif dan evaluatif
kritis, metode deskriptif digunakan dalam mendeskripsikan konsep gadai
konvensional dan rahn, serta menggunakan metode komparatif dalam
membandingkan keduanya guna menemukan konsep gadai syariah.®
Sedangkan metode evaluatif digunakén sebagai pisau analisis dalam
menganalisa secara kritis aplikasi penerapan gadai syariah yang

dilaksanakan Perum Pegadajan’’

Teknik pengumpulan data yang digunakanyaitu:

a. Interviu, teknik’tni\digunakan untuk mengumpulkan data yang
hanya dapat| Zdikumputkan —melalui model wawancara.
Sedangkan jems-wawaneara vang digunakan yakni wawancara
tak terstruktur,® vang digunakan untuk menemukan informasi
dari petugas perum pegadaian dan nasabah™mengenai aspek
kelembagaan, “eperasional *maupun legal pegadaian syariah
serta hal-hal lain yang menvangKut aplikasi pegadaian syariah

di Perum Pegadaian.
b. Telaah Dokumen, yakni menganalisa data-data yang diperoleh
melalui dokumen yang ada di Perum Pegadaian berupa catatan

dan data-data lain yang mendukung.

“ Atho Mudzar, Pendekatan Studi Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 152.
7 Masti Singarimbun (ed), Metode Penelitian Survai (Jakarta: LP3ES, 1995}, hal. 5.

¥ Lexy ). Moleong, Metodalogi Penelitian Kualitatif (Bandung' Rosda Karya, 2001), hal. 138,
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G. Sistematika Pembahsan

Penelitian ini dilandasi dengan landasan metodologis sebagaimana yang
" tertuang dalam bab satu (pendahuluan) yang diawali dengan menjelaskan latar
belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian,
signifikansi penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika
penelitian.

Perlunya bab imi dihadirkan sebagai acuan penelitian yang secara
metodologis dan sistematis dapat smiemberikan gambaran secara jelas arah dan
tujuan penelitian. Sedangkan bab-bab selamjutnya merupakan penjabaran lebih
lanjut dari kerangka metodologis yang telah dirumuskan.

Pada bab dua, memaparkankonsep dan aphiKasi gadai konvensional pada
perum pegadaian vang melingkupi-aspek-manajerial dan operasional Perum
Pegadaian. Serta konsep rafin dalam fiqih yang meliputi pengertian, landasan
hukum (legal) dan “dplikasi penerapan rahn. Pada dkhir bab ini mencoba
menggagas konsep gadai syariah sebagéi konsep gadar'vang sarat nilai dan diyjiwal
oleh prinsip-prinsip syar’i,Nyang ‘tepnspirasi dariykofisep gadai dan rahn,
pembahasan tersebut secara umum meliputi pengertian, legal, manajerial dan
operasional.

Selanjutnva pada bab tiga, membahas aplikasi penerapan gadai syariah
pada Perum Pegadaian Indonesia yang bekerja sama dengan Bank Muamalah
Indonesia, sebagai pencetus muncuinya Pegadaian Syariah di Indonesia, vang
diasumsikan telah mengaplikasikan konsep gadai yang sesual dengan prinsip-

prinsip syar’1.
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Perum Pegadaian yang dijadikan sampel ialah Unit Layanan Gadai
Syariah Cabang Pamekasan dan Yogyakarta yang telah membuka layanan gadai
" syariah. Pemaparan dalam bab ini meliputi, aspek legal, manajerial dan
operasional ULGS.

Hal ini dirasa perlu, untuk melihat aplikasi gadai syariah sebagai objek
yang akan di analisis dan merupakan representasi dari ULGS vyang ada, dan
merupakan gambaran aplikasi gadai syariah di Indonesia.

Pada bab empat, menganalisa lebih-Janjut konsep dan aplikasi yang telah
diterapkan Perum Pegadaian (ULGS) dalam, mewujudkan konsep gadai syariah.
Dalam menganalisis secara evaluatif dan Kritis' terhadap aplikasi penerapan yang
ada, peneliti menggunakan pisau analisa yang telah terpapar pada bab dua, vang
secara umum meliputi prinsip-prinsip| legal (figh), manajerial dan operasional
gadai syariah.

Penulisan pénelitian ini, difutup dengan bab lima, yang memuat
kesimpulan vang merupakan kottklusi-akhir dafi penelitian ini serta saran-saran
- sebagai implikasi dan rekomendasi_kepada pihak-pibak-yang secara langsung

berhubungan dengan penelitian int.



BAB 11
KONSEP GADAI PEGADAIAN DAN KONSEP R4HN DALAM

FIQH

A. Konsep Gadai dan Pegadaian
|. Pengertian Gadai, Pegadaian, Legalitas dan Sejarah Timbulnya Gadai di
Indonesia.

a. Pengertian gadai dan Pegadaian

Dalam Kitab Undang-undang Hdkum Perdata pada pasal 1150, istilah
Gadai diartikan, sebagai suatu hak yang diperoleh sescorang yang mempunyai
piutang atas suatu barang bergérak, vang mana barang bergerak tersebut
diserahkan kepada orang yang berpititang-oleh-séorang yang mempunyai utang
atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.

Seorang vang berhutang tersebut memberikan kekuasadn kepada orang
berpiutang untuk menggunakan“barang-bergerakvyang telah diserahkan. untuk
melunasi utang apabila “pihak {vang “berhutang | tidak dapat memenuhi
kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia guadai didefinisikan menjadi tiga
arti vaitu:

Pertama, sebagai pinjam-meminjam uang di atas batas waktu tertentu

dengan menyerahkan barang sebagal tanggungan, dan jika telah sampai

pada waktunya tidak ditebus maka barang itu menjadi hak yang memberi

ptnjaman.



14

Kedua, gadai diartikan sebagai barang yang diserahkan sebagai
tanggungan utang.

Ketiga, gadai diartikan sebagai kredit jangka pendek dengan jaminan yang
berlaku tiga bulan dan setiap saat dapat diperpanjang apabila tidak

dihentikan salah satu pihak yang besangkutan.'

b. Sejarah timbulnya Pegadaian di Indonesia

Secara Historis usaha Pegadaian telah ada di Indonesia sejak zaman
penjajahan Belanda (VOC), tugds,Pegadaian saat |itu adalah untuk membantu
masyarakat untuk meminjamkan | pang dengan jaminan gadai. Usaha pegadaian
oleh Pemerintah Belanda didirikas dengan status! Dinas Pegadaian yang diatur
melalui Undang-undang Pemerintali Hindia ‘Belanda.

Setelah kemerdekaan pemerintaliRepublik Indonesia mengambil alih
usaha Dinas Pegadaian|dan mcngubah.statusnya.meénjadi Pérusahaan Negara (PN)
berdasarkan Undang-undang No ¢9-Prp 1960.°

Sedangkan Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang
memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus,” dan melaksanakan
kegiatan berdasarkan pada hukum gadai seperti vang dimaksud dalam KUHP
pasal 1150, tugas pokok lembaga pegadaian ini adalah member pinjaman kepada

masyarakat atas dasar hukum gadai.

' Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kumus Besar Bak.asa Indonesia (Jakana:
Balai Pustaka, 1997), hal 283,

* Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
2000), hal. 234.

* Subagvo dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Yogyakarta: STIE YKPN.
1998), hat. 88.
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¢. Legalitas Perum Pegadaian

Lembaga Pegadaian di Indonesia ditangani oleh Perusahaan Umum
" (Perum) Milik Negara, vang secara historis telah melalui beberapa kali pergantian
badan hukum vyakni bermula dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan
Jawatan, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990 tanggal 10
April 1990 diubah menjadi Perusahaan Umum.

Sedangkan landasan hukum Perum Pegadaian yang terkini vaitu
berdasarkan Peraturan Pemerintah-Nemer—103-Tahun 2000 tentang Perusahaan
Umum (PERUM) Pegadaian, yangditetapkan tanggal 10 November 2000,

Dalam Peraturan Pemerintah, int «dijelaskan bahwa Perum Pegadaian
adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi’ tugas dan wewenang untuk
menyelenggarakan kegiatan usaha ‘menyaltrkan(uang pinjaman atas dasar hukum
gadai.*

Dengan adanva “lembaga pepadaian® dtharapkan agar~masyarakat tidak
dirugikan oleh kegiatan lembaga. keuangany/ informal vyang cenderung

memanfaatkan kebutuhan dana mandesak dari-masyasakat’”

d. Tujuan dan sifat Perum Pegadaian
Perum Pegadaian memiliki sifat menvediakan layanan bagi kemanfaatan
umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan atas prinsip pengelolaan

perusahaan.

* Peraturan Pemerintah No 103 tahun 2000 Temtang Perusahaan Umum (perum)
Pegadaian, BAB U1 Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 3. hal 4

Y Y. Sr Susilo dkk. Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Salemba Empat.
2000), hal. 180.
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Tujuan pokok seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 103
Tahun 2000, yaitu:

1) Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan
menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai,
dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2) Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, peraktek nba dan

pinjaman tidak wajar lamnya.

2. Sistem Manajerial Perum Pegadaian
Sistem manajerial Perum| Pegadaian dipimpin dan dikelola oleh Direksi
yang terdiri dari 4 orang Direksi yaKni,

a. Ditektur Utama

b. Direktag Keuangan

¢. Direktur Operasi~dan pemasaran

d. Direktur Umum

Para Direksi dalam menjalankan perusahaan dibantu oleh unit-unit lain yang
ditangani beberapa Manajer, sedangkan tugas para Direksi tersebut menurut PP
Nomor 103 tahun 2000 diantaranya ialah :

1) Memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan
tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan
dava guna dan hasil guna Perusahaan.

2) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.

3) Mewakili Perusahaan dalam dan luar pengadilan.



4) Melaksanakan kebijakan pengembangan wusaha dalam
mengurus Perusahaan yang telah digariskan Menteri Keuangan.
5) Menetapkan kebijakan Perusahaan sesuai dengan pedoman
kegiatan operasional yang ditetapkan Menteri Keuangan.
Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh Presiden atas
usulan Menter1 Keuangan. Sedangkan pembinaan dan péngawasan terhadap
kegiatan usaha Perum Pegadaian, dilakukan oleh Menter1 Keuangan.

Dalam struktur Perum Pegadaian dibenfuk Dewan Pengawas vang terdir
dari unsur-unsur pejabat Departemen Keuangan dan departemen/instansi lain yang
kegiatannya berhubungan dengan perusahaan, atau pejabat lain vang ditetapkan
Menteri Keuangan.

Dewan Pengawas bertugas untuk |

a. Melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan
yang dilakukan oleh Direksi.
b. Memberi nasihiat’kepada Direksi*dalam melaksanakan kegiatan
pengurusan Penisahaan. ®
Sedangkan dalam tugasnya Dewan Pengawas memberikan laporan
pelaksanaan tugasnya kepada Menterni Keuangan secara berkala dan sewaktu-
waktu apabila diperlukan.
Agar lebih jelas dapat dilihat dari Struktur Organisasi Perum Pegadaian

sebagaimana terlampir pada lampiran 1

“Peraturan Pemerintah No. 103 (Bagian Delapan, pasal 31), hal. 18
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3. Produk dan Operasional Perum Pegadaian

Operasional pengadaian di Perum Pegadaian meliputi hal-hal sebagai
~ berikut :
a. Penghimpunan dana

Dana vang diperoleh Perum Pegadaian untuk melakukan usahanya

berasal dari:

1) Pinjaman jangka pendek dari perbankkan.

2) Pinjaman jangka pendek dari pihak lain (utang kepada rekanan,
utang kepada nasabah, ditang pajak, biaya yang masih harus
dibayar, pendapatan ditefima dimuka, dan lain-lain).

3) Penerbitan obligasi.

4) Modal sendiri

Modal sendiri yang dimiliki perum pegadaian terdiri dari :

- Modal'awal vaitu kekayaan negara diluar APBN sebesar Rp. 205
milyar.

- Penyertaan modal pemerintah

- Laba ditahan, yakni merupakan akumulasi laba sejak perusahaan

pegadaian berdiri pada masa Hindia Belanda.’

b. Penyaluran dana
Dana vang berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk
mendanai kegiatan Perum Pegadaian antara lain:

1) Uang kas dan dana likuid

'Y Sri Susilo, Bank dan Lembaga, hal 181
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2) Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva
tetap dan inventaris.

3) Pendanaan kegiatan operasional.

4) Penyaluran dana dan vang diutamakan untuk disalurkan
dalam bentuk pembiayaan.

S) Investasi lain.

Sedangkan produk/usaha baik dalam bentuk pembiayaan maupun model
investasi lain yang dikeluarkan Peptm Pegadaian kKepada masyarakat terdiri dari :

Pemberian pinjaman ata$ dasar hukum gadai (kredit gadai)
Jasa takstran.

Jasa titipan.

Usaha persewaan gedung

. Unit toko emas Tgalert 24"

Koin emas ONH

. Unit produk perhiasan emas

. Unit layanan gadai syariah

Gadai gabah

Kredit kelayakan usaha f

o o 0 OR

Perkembangan usaha/préduk pegadafan padalkurun waktu terakhir dapat
dijelaskan sebagaimana berikut:
a. Penyaluran uang pinjaman kredit
Penyaluran uang pinjaman dengan sistem dan hukum gadat kepada
masyarakat dilakukan dengan membagi pinjaman berdasarkan jumlah
pinjaman, tingkat sewa modal dan jangka waktu pinjaman. Agar lebih

jelas dapat dilihat tabel berikut:

* perum Pegadaian, Kegiatan dan Prospek Usaha Perum Pegadaian fkhtisar Data
Keuangan Penting, 2003,
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Golongan | Pinjaman yang diberikan Sewa Jangka | Maksimum sewa
modal/15 hr | waktu modal
20.000 - 150.000 1,125% 4 9%

B 151.000 - 500.000 1,625% 4 13% o
Cl 505.000  -1.000.000 1,625% 4 13%

C2 1.010.000 -20.000.000 1,625% 4 13%

DI 20.050.000 - 56.000.000 1,625% 4 13%

D2 50.100.000 — 200.000.000 1,625% 4 13%

Ket: Berdasarkan SE: 32/0P.1.00211/2003

Perkembangan selama 5 tahun’(1999-2003) terakhir jumlah uang
pinjaman yang disalurkan Peruft Pegadaian mengalami peningkatan dari
Rp. 3.131.319 juta, pada|tahun 1999 memjadi Rp. 7.823.704 juta, pada
tahun 2002 atau meningkat-26.158%.

Sedangkan barang”jaminan’/ yang dapat digadaikan untuk
memperolel pinjaman)\vakrii“Serid) barang-terutama barang yang dapat
dinilai, kecuali barang-barang tertentu yang, dikecualikan. Barang vang
dapat digadaikan antaranva:

1) Barang perhiasan vang terdiri dari perhiasan yang terbuat dan

emas, perak, platina, intan, mutiara dan batu mulia.

2) Kendaraan berupa mobil, sepeda motor, sepeda dan lain-lain.

3) Barang elektronik diantaranya kamera, refrigerator, freezer,

radio, tape recorder, video plaver, televisi dan lamn-lain.

4) Mesin, tekstil dan barang-barang lain yang dianggap bernilai

oleh Perum Pegadaian.
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Sedangkan barang yang tidak dapat digadaikan antara lain:
1) Bintang ternak

2) Hasil Bumi.

3) Barang dagangan dalam jumlah besar.

4) Barang yang cepat rusak, busuk, atau susut.
5) Barang yang amat kotor.

6) Barang yang sangat besar.

7) Barang-barang seni yang sulit ditaksir.

8) Barang yang sangat mudah terbakar.

9) Senjata api, amunisi dan mesiu.

10) Barang yvang disewabelikan.

11)Barang milik pemerintah.

12)Barang ilegal.

Dalam hal pelunasan ‘hutang) | nasabah dapat melunasi
kewajibannya setiap saat| tanpa“har§ mesiunggu jatuh tempo, pelunasan
pinjaman beserta sewa modalnya {bunga)dapat dibayar langsung kekasir
disertat surat gadai.

Sedangkan penjualan--barang svang.digadaikan. melalui suatu
mekanisme pelelangan akan dilakukan oleh Perum Pegadaian pada saat
vang telah ditentukan dimuka jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

Pada saat jatuh tempo' nasabatrtidak bisasméncbus barang vang digadaikan
dan membayar kewajiban lainnya.

Pada saat jatuh tempo nasabah tidak memperpanjang batas waktu
plnjamannya.

Hasil pelelangan barang digadaikan akan digunakan  untuk
melunasi seluruh kewajiban nasabah berupa:

1) Pokok pinjaman

2) Sewa Modal atau bunga
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3) Biaya lelang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.l Tahun 1990, laba yang
diperoieh dari Perum Pegadaian digunakan untuk:

1) Dana pembangunan semesta (55 %)
2) Cadangan umum (20 %)

3) Cadangan tujuan (5 %)

4) Dana sosial (20 %)

Sedangkan hak peperima gadai {Perum Pegadaian) 1alah menahan
barang gadai sampai orang yangfmenggadaikan melunasi kewajibannya,
jika tidak melunasinya maka penerima gadai|berhak melapor kepada pthak
vang berwenang dan jika |orang yarg menggadai itu menguasakan kepada
penerima gadai untuk memual barang gadai/pada saat pelunasan tiba maka

penerima gadai boleh melakukannya.”

b. Jasa taksiran dan jasagtitipan

Jasa taksiran dan titipan diperkenalkan oleh Perum Pegadaian pada
tahun 1994, dengan maksud dengan adanva jasa taksiran, Perum
Pegadaian dapat memberikan lavanan kepada masyarakat yang ingin
mengetahu berapa besar nilai taksiran sesuai dengan kualitas barang yang
dimilikinya. Sedangkan jasa titipan, merupakan pelayanan kepada
masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga vang

dimilikinya, agar tetap aman dan terjaga dengan baik.

? Ibid hal 359
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Besarnya jumlah pinjaman yang dapat Perum Pegadaian sangat
bergantung pada nilai barang jaminan, dari itu maka barang yang diterima
pegadaian haruslah ditaksir terlebih dahulu oleh perugas penaksir yaitu
orang-orang yang telah mendaptkan pelatihan khusus dan berpengalaman
dalam menaksir suatu barang, sedangkan pedoman penaksiran
dikelompokkan atas dasar jenis barang yang digadaikan yaitu sebagai
berikut:

1) Barang kantong

Emas:

a) Melihat'Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran
logam.

b) Melakukan pengujian-karates dan berat.

c) Menentukan nilai taksiran.

Permata :

a) Melihat Setandar- takSiran ‘permata yang telah ditetapkan
dan disesuaikan dengafi petkémbangan pasar permata.
b) Melakukan pengujian kualitas dan berat permata.

¢) Menentukan nilai takstran.

2) Barang Gudang (mobil, motor, mesin, barang elektronik, tekstil dan
lain-lain)
a) Melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dan barang.

b) Menentukan nilat taksiran.
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Nilai taksiran terhadap suatu barang tidak ditentukan sebesar harga
pasar, melainkan setelah dikalikan terlebith dahulu dengan prosentase
tertentu vang telah ditetapkan olek Perum Pegadaian, besarnya presentase
barang taksiran yakni emas 88%, beriian 45%, tekstil 83% dan sebagainya.

Sedangkan biaya penyimpanan barang jaminan dan asuransi

sebagai berikut :

Uang Pinjaman Tarif biaya
Gol
A Kain Rip’/300,00
Kantong Rip-300,00
Gudang Rp:500:00
B Kantong Rpr 1.500,00
Gudang Rp;3:000,00
C | Kantong Rp~3000,00
! Gudang Rp. 5.000,00
D | Kantong 0.5 %xUP, minRp. 7.5007-
| Gudang 0:5.% x UP/min Rp/10.000,-
Khusus BJ mobil 0.5 % x UP, min Rp. 50.000.- |

Data pada Perum Pegadaian mulai berlakar 10 Agustus 2001
Ket: UP (uang pinjaman)

Untuk jasa titipan dikenakan biava berdasarkan jems barang

sebagai berikut.'’ :

' hitp//www. BUMN online, Perum Pegadaian, diakses tanggal 4 Mei 2004,
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¢. Usaha persewaan gedung

Usaha lain dari Perum Pegadaian ialah persewaan gedung hal i lebih
disebabkan oleh dorongan untuk mengoptimalkan banyaknya aset berupa tanah-
tanah vang strategis milik Pegadaian, vang terletak di kota-kota besar dengan
membangun gedung untuk disewakan baik dengan cara pembiayaan sendir

maupun bekerja sama dengan pthak ketiga.
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d. Unit toko emas “Galeri 24”

Toko emas yang diluncurkan Perum Pegadatan dengan nama “Galeri 247,
menyediakan berbagai macam perhiasan emas yang berkualitas dan bermutu
tinggi vang berkerja sama dengan produsen perhiasan emas antaranya, PT IDN
Bulion Citra Perkasa Jakarta dan PT SKM di Makassar.''

Usaha toko emas ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 di
Cabang Belimbing, Malang Dan pada tahun 1995-1996 dilakukan pembukaan
outlet disetiap kantor Daerah PerumPegadaian;

Produk perhiasan emas yang baril 'dilunctirkan Perum Pegadaian 1alah
Koin Emas ONH yang telah dipasarkan melalu seluruh Unit Toko Emas “Galer
24”. Fungsi Produk Koin Emas ONH inisebagai koleksi, sarana zakat atau infak
pemiliknya, perhiasan yang dapat-dimodifikasi| Sebagai sarana untuk menabung,
dan mudah untuk diperjual belikan. Sedangkan bentuk produk ini berupa
perhiasan emas berbeéntuk keping emas dengan~desain bernuansa religius Islami
dengan pencanahan berat serial ‘mulai=ls 27732 4,°9, 10 dan 20 gram serta kadar

standar emas 99,99% (24 karat) yang dijamin oleh WGC dan\Jogam mulia.

¢. Unit layanan gadai syariah

Unit ini menerapkan sistem penyaluran pinjaman secara gadai yang
didasarkan pada penerapan sistem Syariah. Pada sistem gadai Syariah ini nasabah
hanya dibebami biaya administrasi dan jasa simpan untuk lebih jelasnya akan

dibahas dalam bab selanjutnya.

'" Perum Pegadaian, Kegiatan dan Prospek, hal 5-6.
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f. Gadai gabah
Unit gadai gabah menerima gadai berupa gabah dengan syarat-syarat
~ sebagati berikut:
1) Gabah yang pernah digadaikan tidak boleh digadai lagi.
2) Standar kualitas GKG.
3) Kadar air maksimum 14% dengan jumlah kotoran (butir hampa/kotoran,
butir merah, butir hijau, mengapur, kuning rusak) maksimum 3%.

4) Varietas gabah sama, jika'berbeda harganya harus relatif sama.

g. Kredit kelayakan usaha

Suatu pengembangan dan-kredit gadai yang diperuntukkan bagi para
pengusaha kecil dan mikro agar (tidak-menggadatkan alat-alat produk usahanya.
Kredit kelayakan usaha ini dilaksanakan dengan melihat kelayakan usahanya,
schingga mereka dapat fetap mendapatkan krédit sedangkan barang jaminannya
yang berupa alat-alat produksi jiiga tetap dapat, digunakan untuk menjalankan

usaha.

B. Konsep Rahn Dalam Figh
1. Pengertian Rahn dan Landasan Hukum Rahn

a. Pengertian rahn

Rahn secara bahasa diartikan a/-tsubiit wa al-dawam (tetap dan kekal)
sebahagian {/oma Lugat memberi arti a/-hab (tertahan), '* Sedangkan defenisi a/-

rahn menurut istilah ialah Menjadikan suatu benda yang mempunyat nilai harta

"2 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz 111 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1.1.), hal 187,
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dalam pandangan syara untuk kepercayaan suatu utang, schingga memungkinkan
mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda it

Istilah Rahn menurut Imam Ibru Mandur diartikan apa-apa yang diberikan
sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkannya. 1

Dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn ialah harta
yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengtkat, ulama
Mazhab Hanafi mendefenisikan rahn dengan menjadikan suatu barang sebagai
jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak
hak tersebut, baik seluruhnya maupun sébahagiannya. Sedangkan ulama Syafi’i
dan Hambali mengartikan menjadikan,maten’(barang) scbagai jaminan utang,
yang dapat dijadikan pembayar ufang apabila orang yang berhutang tidak bisa

membayar hutangnya itu. 1>

b. Landasanr huktm rahin

Dasar yang digunakan pa@“ulama untuk memperbolehkannya rafin yakni
al-Qur’an surat al-Bagarah (2).283

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya

ada barang tanggungan vang dipegang (oleh yang berpiutang)”

P Ibid

'* Imam Al-’Am Ibnu Mandur, Lisa@n al-Arab {Beirat - Muassah Tarikh al-Arab, 1999),
hal. 347

"> Ensikiopedi Hukam Islam (Jakarta: lkhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1480.
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Dan al-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisiyah
binti Abu Bakar,'® yang menjelaskan bahwa Rasululiah SAW pemah membeli
makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan,
Berdasarkan dua landasan hukum terebut ulama bersepakat bahwa ra/n

merupakan transaksi yang diperbolehkan.

2. Aplikasi Rahn

a. Rukun rahn

Menurut jumhur ulama rukan rahn terdiri-dari, orang yang menggadaikan
(ar-rahn), barang-barang vang digadai (@l-marhin), orang yang menerima gadal
(al-murtahin) sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga, dan sifat akad
rahn."’

b.Syarat rahn

Untuk sahnya lakad rahrn/ada-beberapa-syarat yang harus dipenuhi oleh

para pihak vyang ftetlibat dalam )akad rahn (gadai) yakni:

1) Berakal.

2) Baligh.

3) Barang yang dijadikan jaminan ada pada saat akad.

4) Barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima gadai (marhin)

atau vang mewakilinya.'®

' Ymam Bukhari, Sahik Bukhdari Juz 1l (Singapura : Makiabah wa Matba’ah, Suleiman
Mar’iy, t.t.), hal. 77 Lihat Sayyid Sabiq. Figh al-Sunnah_ hal 187

' Ibnu Rusydi, Bidayah al-Mujtahid. alih bahasa Imam Gazali Said (Jakarta' Pustaka
Amani, Jakarta), hal. 351.

'* Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, hal 188
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Dengan terpenuhinya syarat-syarat di atas maka akad rehn dapat
dilaksanakan karena kejelasan akan rahin, murtahin dan marhin merupakan

" keharusan dalam akad rahn.

¢. Operastonal rahn

Secara peraktek dapat dilihat apakah rafn berlaku untuk semua transaksi
atau hanya pada transaki hutang-piutang tertentu.

Dalam al-Qur’an dan a/-Sunnah serta kitab-kitab figh para ulama yang ada
tidak menetapkan secara jelas mengenai akad-akad atau transaksi jual beli yang
diperbolehkan untuk menggunakan rahn, hanya lada sebahagian ulama saja
sebagaimana vang dikemukakan Ibnu Rusydi dalam Bidayah al-Mujtahid-nya
vakni mazhab Maliki yang beranggapan/bawa gadai itu dapat dilakukan pada
segala macam harga dan pada semua-macam‘jual-beli, kecuali jual bel mata uang,
dan pokok modal] padas sd/am fyang, berkaitan 'dengap’\tanggungan. Hal 1ni
disebabkan karena pada shaf disvaratkan tunai) begitu pula pada harta modal
salam.

Kelompok fugaha Zahiri berpendapat bahwa akad gadai (rahn) tidak
boleh selain pada salam yakni pada salam dalam gadai, hal ini berdasar pada ayat
vang berkenaan dengan gadai yang terdapat dalam masalah hutang piutang barang

jualan, yang diartikan mereka sebagai salam. o

* Ibnu Rusydi, Bidiyah al-Mujtahid, hal. 354
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Dari perbedaan pendapat di atas dapat diartikan bahwa sebagian ulama
beranggapan bahwa rahn dapat digunakan pada transaksi dan akad jual beli yang
" bermacam-macam. Walaupun ada perbedaan ulama mengenat waktu dan

pemanfaatan dari barang yang dijadikan jaminan tersebut.

d. Pemanfaatan barang rahn.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa rain dalam konsep figh merupakan
barang gadai yang dipandang sebagai amanat, yang ada pada murtahin dan harus
selalu dijaga dengan sebaik-baiknya. Bagaimana jika dilihat dan faktor biaya
yang dikeluarkan untuk memelihara dan menjaga barang gadai tersebut. Dalam
hal ini beberapa ulama berbeda| pendapat mengénai pemanfaatan barang gadai
yang ada, karena masalah ini sangat berkaitan eratidengan hakekat barang gadai
tersebut, yang berfungsi sebagai jaminan ‘utang yang dipegang oleh penerima
gadat.

Agar lebih jelasnya perbedaan pendapat para ulama mengenal pemanfaatan
barang gadai akan dipaparkan sebagai berikut:

1} Pendapat Imam Syaf1’1

Dalam kitab «/-Umm-nya Imam Syafi’t menyatakan tentang
pemanfaatan barang jaminan sebagai berikut:

“Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada

. - - . . . .,)2()
sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai

*® Ymam Syafi’i, al-Umm (ttp.: tnp., t.t.), jilid IIL, hal 155
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Sedangkan pendapat senada diutarakan Ulama Syafi'iyyah
sebagaimana yang terdapat dalam kitab Mazahib al-Arba’ah dijelaskan,
bahwa orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat
barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadai itu ada di bawah
kekuasaan penerima gadai, Kekuasaannya atas barang yang digadai tidak
hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas barang gadai tersebut
sedangkan penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadai jika
hal itu disyaratkan dalam ,akadltetapi jika mengambil manfaatnya itu
diizinkan oleh orang yang ménggadai maka it diperbolehkan.”'

Ulama Syafi‘iyyah [Menyandarkan pendapat ini pada hadis yang
diriwayatkan dari Abu Hurairah bersumber dari Nabi sebagai berikut:
“Gadaian itu tidak menutup. akan |yang [punyanya dari manfaat barang itu,
faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan
resikonya (keruSakan dan braya)”.

Imam Syafi’i meryebutkan/ Hadis Main yang diriwayatkan Abu
Hurairah dari sabda Rasulullah saw, “barang jaminanditu dapat ditunggangi
dan diperah”.

Secara tegas Imam Syafi’i menjelaskan mengenai hal ini yakni
bahwa yang boleh menunggangi dan memeras barang gadai itu hanyalah

pemiliknya dan bukan orang yang menerima gadai. ™

21 Abdurrahman Al-Jaziry, Figh Ala Mazihib al-Arba’ah (Beirut: Dar al-Fikr, t.). Jilid
1, hal. 333

Z1mam Syafi’i, al-Umm, hal. 155.
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Dart penjelasan dan dasar yang digunakan Imam Syafi’i dan Ulama
Syafi'iyyah di atas dapat diartikan bahwa manfaat barang gadai hanyalah
milik si pegadai dan bukan orang yang menerima barang gadai, sedangkan
hak bagi penerima gadai hanyalah mengawasi barang jaminan sebagai
kepercayaan hutang yang telah diberikannya kepada si pegadai dan dapat

memanfaatkannya hanya jika seizin orang yang menggadai.??

2) Pendapat Imam Malik (AMalikiyvah)
Pendapat ulama Malikiyyak dapat dilihat sebagai berikut:

Hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan dan
padanya adalah hak-hak yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi
yang menggadaikan selamal st penggadai tidak mensyaratkan.™

Dengan kata fain jika“murtahin’ mensyaratkan bahwa hasil barang
gadai itu untuknydanmaka hal'ifit dapat’dilakukati dengan béberapa syarat:

a) Utang terjadi karena jualbelydan dan bukan karena menguntungkan.

b) Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai
adalah untuknya.

c) Jangka waktu mengambti manfaat yang telah disyaratkan waktunya harus
ditentukan, dan jika tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya,

maka menjadi tidak sah.”

23 Rahmad Syafi’i, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Chuzaimah T. Yanggo
(ed) (Jakarta. Pustaka Firdaus, 1997), hal. 75.

* Abdurrahman al-Jaziry, Figh AlGd Mazdikib al-Arba’ah. hal. 332.

5 Rahmad Syafi’i, Problematika Hukum Islam Kontemporer, hal. 66.
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Jika syarat-syarat tersebut diatas telah jelas, maka sah bagi penerima
gadai untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan.

Dani kedua pendapat Imam tersebut dapat diambil persamaan
keduanya vyaitu bahwa manfaat barang jaminan gadai (rahn) ialah bagi
orang vang memilikinya (menggadainya). Sedangkan perbedaan yang
nampak ialah pada bolehnya pemanfaat barang gadai dengan syarat oleh
Imam Malik sedangkan Imam Syafi’i atau ulama Syafi 'iyyah membolehkan
hanya dengan adanya izin dap-penggadar (orang vang mempunyai barang).

Hadis yang dijadikan alasan, oleh: ulama yang membolehkan
pemanfaatannya ialah hadi$’ yang diriwayatkan oleh Bukhart dan Abu
Hurairah sebagai berikut:

Sabda Rasulullah Saw: “Gadaian |ditunggangi dengan nafkahnya jika dia
dijadikan jaminan utang dan air susu diminum dengan natkahnya jika
dijadikan jaminan” utang dan"ke€pada“yang “menunggangi” dan meminum

harus memberi natkah”. (HR-Bukhari)

3) Pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal (Hanbaliyyah)

Dalam pemanfaatan barang gadai ulama Hanbaliyyah lebih
menekankan pada jenis barang yang digadaikan, apakah barang yang
digadai tersebut hewan atau bukan, bisa ditunggangi dan diperah susunya
atau tidak.

Jika barang yang digadai tidak dapat ditunggangt dan diperah, maka
boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat atas barang gadai.

Sedangkan jika barang gadai tersebut tidak dapat ditunggangi dan diperah
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maka barang tersebut dapat diambil manfaatnya dengan seizin yang
menggadaikan secara suka rela dan selama sebab gadat itu bukan dari sebab

menghutang,*°

C. Konsep Pegadaian Syariah sebagai Konsep Gadai Kontemporer
1. Analisis Konsep Gadai dan Pegadaian dalam Pandangan Syar’i

Timbulnya mekanisme gadai tidak terlepas dari kebutuhan dan
keterbatasan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dipungkiri
bahwa kebutuhan terhadap suatu‘barang atau benda merupakan faktor yang
menyebabkan kita berusaha untuk |sedapat mungkid memenuhinya.

Dalam upaya mencarai kansep gadai dan pegadaian yang sesuai dengan
nilai-nilai syar’i maka kiranya perlu-untuk’ melihat-dan menganalisa dari beberapa
segi antara gadai serta pegadaian yang ada saat ini, dengan konsep rahn dalam

figh yang dapat dijelaskan sebagaibertkut yaitu :

a. Pengertian gadai dan Rahn

Jika dilihat dati sisi/pengertian, gadar maupun'yahn, dapat diartikan
bahwa gadai merupakan hak yang diperoleh seseorang karena orang lain
yang berhutang.

Dalam pengertian gadai sebagai jaminan dari hutang, antara gadai
dan rahkn tidak terdapat perbedaan Bahkan dari pengertian ini dapat
diartikan bahwa penyebab timbulnya gadai ialah di saat si penghutang
tidak mampu memenuhi suatu kebutuhan, schingga dengan menggadatkan

barang miliknya kebutuhan itu dapat terpenuhi. Faktor pemenuhan

% Ibid, hal. 70.
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kebutuhan inilah yang kiranya menjadi motif yang paling besar bagi

seseorang untuk menggadaikan hartanya.

b. Jenis barang yang digadaikan

Barang-barang vang dapat digadaikan merupakan barang yang
dapat diperjualbelikan dan mempunyat nilai, pendapat ini dapat dilihat
dalam pendapat para Fuqahda Mazhab dahulu dan dalam aplikasi gadai
yang dijalankan olah Perum Pegadaian kini.

Pada Perum Pegadaian barang-barang yang dapat digadaikan telah
ditetapkan secara rinci dengan, mempertimbangkan bahwa barang-barang
yang dapat digadaikan merupakan barang’yang mempunyai resiko yang
relatif rendah, yakni resiko-terhadap-kerusakan, kematian dan perubahan
bentuk, warna dan lain-{ain:

Sedangkanwjeris, barang. ra/in dalam figh, s/yang.telah dipaparkan
oleh para ulama secara jelas, dengansanggapan bahwa barang yang dapat
digadaikan adalah barang yang mempunyai_harga (niiai) dan pada semua
macam jual beli.?

Olah karena itu, dalam hal menentukan jenis barang atau harga
barang vang dapat digadaikan, merupakan kebijakan yang diambil untuk

kemaslahatan bersama (kedua belah pihak).

2! Tonu Rusydi, Bidayah al-Mujtahid, hal. 205
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c. Kelembagaan gadai (pegadaian)

Al-Qur’an dan a/-Sunnah tidak menggariskan secara jelas tentang
adanya lembaga yang menangani gadai dan para ulama pun tidak
menyinggung tentang lembaga gadai ini, sehingga demi terwujudnya
tujuan gadai yakm: membantu masyarakat yang membutuhkan dana dan
keamanan, maka tidak salah kiranya jika terdapat lembaga yang khusus
menangani pegadaian terutama jika lembaga tersebut merupakan milik
pemerintah yang benar-benar —profesional, (khusus) dalam menangani
permasalahan gadai, lebili-lebihgSaat seKarang ini dimana masyarakat

semakin banyak yang membButuhkan'jasa gadai.

d. Operasional pegadaian
Setelah melihat kelembagaan /'gadai maka perlu kiranya untuk
menganalisd lebihyjaull\mengenal sistem _operasional pegadaian yang ada
pada Perum Pegadaiany kinij terutama jika) dilihat dari kesesuaiannya
terhadap tujuan dan_aturan-aturan syar’i_sehingga dapat mcrumuskan
dengan jelas konsep gadai syariah.
Ada beberapa hal dalam Operasional Perum Pegadaian yang dapat
dianalisa kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syar’i yakni:
1) Biaya perawatan
Biava perawatan barang vang digadaikan, merupakan biaya
yang harus ditanggung oleh orang yang menggadai, yang dalam
pegadaian saat ni, biaya perawatan diambilkan dari biaya

penyimpanan dan asuransi, hal int serupa dengan pendapat sebagian



38

besar ulama yakni bahwa biaya ditanggung oleh si penghutang (yang

menggadaikan barangnya).?®

2) Tanf sewa modal
Tarif sewa modal yang ada dalam pegadaian saat ini dapat
dikategorikan sebagai bunga, hal ini dapat dilihat dari adanya
pengkalian (x) antara besar jumlah dana yang dipinjamkan, dengan
bunga yang telah ditetapkan di awal. Adanya bunga inilah yang dalam
aturan syar’1 secara j¢las telah dilarang karena dikategorikan sebagati
riba.
Pelarangan ini -dapat dilthat al*Qur’an dan a/-Hadis sebagai
berikut:
a) al-Bagarah (2). 275
“Allah telabdmenghalalkan jual beli danmenghardinkan riba”
b) al-Bagarah (2).276
“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedakah”
¢) al-Bagarah (2): 278
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
dan tinggalkan dengan tuntas masalah riba ini, kalau kamu benar-
benar orang yang beriman”.
d) Ali Imran (3): 130
“Hat orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan hasil riba

yang berlipat ganda”.

2 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, hal. 189.
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e) al-Riim (30): 39

“Uang yang kamu berikan untuk diribakan agar bertambah secara
berlipat, tidak akan bertambah dt sisi Allah”.

f) Hadis

“Dari Jabir, Rasulullah melaknat riba, yang mewakilkannya,

menulisnya dan j/ang menyaksikannya”. (HR. Muslim)

e. Dimensi sosial dan komersial

Pegadaian pada hakikatnya merupakan lembaga yang dalam
operasionalnya berdimensi sosialfyang sangat tinggi, terutama jika dilihat
dari aspek tolong-menolong bagi | orang!'yang membutuhkan dana,
sebaliknya gadai pun memilikinilai"’komersial yang tinggi pula.

Komersialisme yang nampak pada pegadaian keinginan untuk
mendapat keuntungan dengan -mengguriakan “sistem\bunga yang dapat
dikategorikan cukup tinggi@ika) dibanding \dengan bunga perbankan per
bulannya vang berkisar 4-6.%, disamping.pengenaan biaya penyimpanan
yang dikenakan pada orang yang menggadai. Mekanisme ini jika tidak
diantisipasi dan dinetralisir dengan rasional dan bijaksana, kiranya dapat
menimbulkan anggapan buruk yakni sebagai sikap yang memanfaatkan
kelemahan orang lain, yang secara riil memiliki keterbatasan dalam
memenuhi kebutuhannya hingga ménggadaikan barang yang dimiliki.

Nilai komersial inilah yang dapat menutupi nilai-nilai sosial yang

ada, karena manusia pada hakikatnya memiliki ego yang akan mendorong
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untuk lebih menguntungkan dirinya serta ingin mendapatkan keuntungan
lebih.?

Dari tarik-menartk antara dua nilai ini, perlu kiranya gadai syariah
memberikan perhatian lebih agar kedua nilai tersebut dapat ditempatkan

pada posisi yang tepat.

f. Pelunasan dan pelelangan

Akad gadai dapat dikatakan berakhir yakni jika debitur
(penghutang) telah melupasi’ hutangnya yang menyebabkan 1a
menggadaikan barang yang;dimilikinya. Jika pada batas waktu tertentu
yang telah ditetapkan debitur tidak dapat melunasi hutangnya maka barang
yang digadaikan dapat dijual’ untuk/melunasi hutang tersebut.

Mekanisme penjualant-barangtersebut tidak secara jelas disebutkan
dalam nashbaiknallQuran anpun) al-Hddisy sedangkan ulama dalam
permasalahan ini juga berbeda pendapat,dalam menetapkan mekanisme
penjulan yang paling_tepat schingga kiranya rahin dan murtahin dapat
melakukan penjualan barang gadai dengan berbagal sistem baik
pelelangan maupun jual beli langsung berdasarkan kesepakatan yang
disepakati di awal dan yang terpenting dari penjualan barang ini adalah
terpenuhinya hutang debitur (murtahin).

Jika dalam pelunasan dari hasil lelang (penjualan marhin) terdapat

kelebihan maupun kekurangan dari hasil penjualan marhin tersebut maka

29 Muhammad Muslehuddin, Wacana Baru Manajemen dan Ekonomi Islami
(Yogyakarta: IRCISDO, 2004), hal. 83.



4]

kelebihan atau kekurangan tersebut merupakan milik dan tanggungan si-

penggadai.

Dari analisa di atas maka dapat di jelaskan persamaan dan perbedaan
antara konsep gadai, pegadaian pada Perum Pegadaian dengan konsep rafn dalam

figh scbagai berikut :

a. Persamaan

1) Pengertian gadai dan ra/in, baik pada Perum Pegadaian maupun figh
tidak terdapat perbedaan,yakni diartikan sebagai hak yang diperoleh
seseorang yang disebabkan ofang lain berhutang.

2) Jenis barang yang dapat digadaikan baikpada Perum Pegadaran maupun
dalam figh terdapat kesamaanyaitu” barang yang memiliki nilai
(bernilati).

3) Biaya perawatan bagi barang-yang)digadai-datamnkonsep Pegadaian saat
ini dan figh merupakansanggung jawab orang yang menggadai.

4) Pelunasan hutang pada Perum Pegadaian dilakukan dengan membayar
hutang tersebut ataupun menjual barang gadai, hal ini juga berlaku pada
rahn dalam figh.

b. Perbedaan

1) Dalam figh tidak dijelaskan lembaga khusus yang menangani sistem

gadai (Pegadaian).

2) Tarif sewa modal dalam Perum Pegadaian menggunakan Bunga yang

identik dengan riba yang secara jelas dilarang oleh syar’1.
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3) Aspek sosial yang menjadi tujuan konsep gadai, dalam figh tetap
dijunjung tinggi, sedangkan pada Perum Pegadaian cenderung
tertutupi oleh aspek komersial.

2. Konsep Gadai Syariah yang Sarat Nilai dan Dilandasi Prinsip-prinsip Syar’

Islam melihat bahwa umat adalah satu kesatuan yang utuh dan berasumsi
bahwa kesulitan seorang muslim merupakan kesulitan seluruh umat, maka kiranya
konsep gadai merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan rasa solidaritas
kebersamaan terhadap sesama.

Pemahaman dan semangat’ inilah'jyang kiranya mendorong terciptanya
gadai dan bahkan menjadi tujuan dan stfat Pégadaian di Indonesia.

Tetapi sangat ironis kiranya-jika latat belakang, tujuan dan sifat gadai yang
pada awalnya memiliki dimensi:sosial yang/tinggi harus kalah dan dikalahkan
oleh aspek mencari keuntungan yang akhirnya dapat mencekik bagi orang-orang
yang membutuhkan (pénghutang), sepertt diterapkannya bufiga‘yang tinggi.

Secara jelas Islam melarang mengambihKkeuntungan di tengah-tengah
kesulitan orang lain, bahkan| menganjurkan -sebabknya/yakni sedekah kepada
orang yang membutuhkan,

Dilihat dari mayoritas penduduk Indonesia yang muslim kiranya penting
dan perlu untuk memiliki sistem dan lembaga gadai yang sesuai dengan aturan
dan prinsip-prinsip syar’i.

Dar analisa terhadap pegadaian yang ada -dan kesesuainnya dengan
landasan syar’i maka dapat digambarkan beberapa hal yang mendasari konsep

gadai syariah sebagai berikut:
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a. Pengertian gadai

Seperti yang telah dielaskan di atas bahwa gadai merupakan
jaminan untuk transaksi utang piutang bukan pemilikan atas benda,* atau
dengan kata lain merupakan hak yang diperoleh disebabkan orang lain
berhutang. Sehingga dengan pengertian yvang tegas dan jelas tersebut akan
mengikat dan membatasi segala sesuatu yang akan diber]akukan pada
barang gadat dengan artian bahwa apa yang beriaku pada barang gadai
tersebut haruslah seizin pihak-yang menggadaikan.

Penerapan gadai yang dapat,digunakan dalam segala teransaksi
utang piutang merupakan @spek positif dalam memberikan solusi yang

tepat terhadap permasalahekonom yang ada.

b. Akad

Aspek vang térpenting~datdm sUaty ttansaksi dalah akad karena
dengan berdasarkan kejelasan akad serta asas-asas yang digunakan dalam
bertransaksi inilah sebuah ikatan kgsepakatan berlangsung baik dari segi
waktu, jumlah maupun jenis kegiatan.”’

Potenst gadai untuk perkembangan ekonomi masyarakat sangat
ditopang oleh model akad serta asas muamalah yang digunakan. Apakah
asas tersebut hanya berbentuk tolong-menolong (/a 'awun) atau kerjasama
{musvarakah), pentingnya kejelasan akad dan asas yang melandasinya

tersebut terlihat dan adanya pendapat ulama yang berbeda-beda tentang

W Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, hal 187

! Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: LPPM Unisba, 1995}, hal. 113.
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pemanfaatan barang gadai, perbedaan ini bersumber dari perbedaan akad
antara boleh dan tidaknya barang tersebut dimanfaatkan karena dan
pemanfaatana ini nampak adanya faktor ekonomis yang cukup besar.

Pemberdayaan potensi ekonomis pada barang gadai kiranya
merupakan sebuah solusi yang sesuai dengan landasan syar’i meskipun
ada perbedaan pendapat di kalangan fugaha dalam masalah ini.

Demi kemaslahatan bersama, kiranya perbedaan yang ada dan pola
bermazhab, tidak dijadikan “doktrin’yang-membuat kita menjadi stagnan
atas permasalahan-permasalahan ($aat iniZyang sangat perlu dicarikan
solusinya.

Akan lebih baik jika perbedaan “yang ada tersebut, dijadikan
masukan agar dalam pemberdaygan potensi-barang gadai harus lebih hati-
hati dan tetap terikat pada akad-akad yang disepakati bersama kedua belah
pihak, serta dibenarkan olehsyar’i, yakni dengan memanfaatkan barang
gadai dan mengikatnya! padal.berbagai akad\transaks: yang ada untuk
kepentingan dan kemaslahatan antara kedua belah pihak.

Ada berbagai Akad yang dapat diterapkan dalam memanfaatkan
barang gadai yang berlaku setelah akad gadai terpenuhi, yakni akad yang
berprinsip pada adanya kesepakatan kedua belah fihak seperti akad [jarah,

Mudharabah, dan akad Qard al-Hasan.™

32 A Qadri Azizy, Reformasi Bermazhab (Jakarta: Traju, 2003), hal. 107.

33 Muhammad, Pegadaian Syariah (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal. 46.
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c. Barang gadai

Kejelasan jenis dan karakter barang yang digadaikan, merupakan
hal yang sangat penting dan menjadi syarat dalam ra/in. Kejelasan tersebut
dapat dilihat dari aspek wujud barang, ketahanan barang dan potenst
pemanfaatan barang. |

Kejelasan terhadap barang gadai merupakan aspek yang sangat
berpengaruh penting pada,model pemanfaatan barang gadai yang pada
akhirnya akan memberikan!perbedaan secara jelas, antara gadai dengan

aspek sosialnya dan gadai dengan aspekekonomisnya.

d. Kejelasan aspek sosial dan komersial

Aspek sosial dan kemersial~merupakan dua aspek yang tark
menarik dalam bpérasiondl [gadai Hal iri “disebabkafi “gadai memiliki
tujuan yang berdimensj gosial (tolong-menolong) sedangkan pegadaian
sebagal lembaga (perusahaan) tidak mungkin berjalan tanpa ditunjang
dengan dana yang memadai.

Dua aspek yang nampak dan dapat diterima dalam gadai syar’i
dengan melihat kemanfaatan barang gadai sebagaimana berikut:
1) Barang gadai yang tidak dapat atau mempunyai potensi kecil untuk
dimanfaatkan secara riil dan mempunyai potensi kendala yang cukup besar
maka akad yang berlaku adalah akad gadai (berdimensi sosial), seperti
benda-benda berupa: Barang perhiasan, barang seni, barang elektronik

tertentu dan lain-lain.
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2) Barang yang dapat diusahakan dan dimanfaatkan untuk mendapatkan
hasil maka akad yang dilangsungkan adalah akad gadai dan dilanjutkan
dengan akad kerjasama antar pegadaian dan pemilik barang dengan konsep
bagi hasil dengan nisbah bagi hasil disepakati dan ditetapkan bersama di
awal akad.

Dalam konsep pemanfaatan barang gadai ini biaya peraWatan
barang menjadi tanggungan pihak yang memanfaatkan schingga biaya
yang dikeluarkan orang yang-menggadai hanyalah biaya utangnya.

Akad ini akan berdampakfpada nilai ekonomis yang dihasilkan
dengan usaha yang dilakukan, Benda-benda yang dapat dikategorikan
dalam hal ini ialah: Tanah; Bangunan (rumah dan perkantoran), Mesin-
mesin Usaha, barang elektronik|yang/(dapat diusahakan dan kendaraan
bermotor yang dapat disewakan.

Dengan’ adanya kejelasan terhadap klasifikast benda dan potensi
pemanfaatannya antara aspek ‘sesial ‘dan komersial diharapkan pegadaian
mampu menempatkan posisinya dengarn tepat dad. sesuai sehingga gadai

syariah dapat mencapai tujuan utamanya.

e. Produk jasa lain
Di samping melalui pemanfaatan benda yang berdasarkan kerja
sama antara pegadaian dan pemilik barang gadai, lembaga pegadaian dapat

mendapatkan dana dari produk jasa yang diberikan, antara lain:

34 Menanggung biaya perawatan bagi yang memanfaatkan sesuai dengan hadist dari Abu
Hurairah dari Nabi SAW yang berbunyi: .. Kewajiban yang menunggangi dan mengambil susu
yakni memberi makan”. (HR. Jama’ah kecuali Musiim dan Nasa’)
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1) Penaksiran barang.

2) Penitipan barang berharga.

3) Pelelangan barang.

Jika dilihat dari potensi pegadaian sebagai sebuah lembaga yang
profesional maka tidak sulit kiranya pegadaian mengeluarkan sejumlah
produk jasa yang memiliki potensi pasar yang cukup besar di masyarakat.
Motto Pegadaian yakni “Mengatasi masalah tanpa masalah” nampaknya

perlu dipertimbangkan kembali, ~jika dalam—sistem operasionalnya Perum
Pegadaian cenderung untuk mencdri keufitungan/ekonomis sebagai perusahaan
semata.

Dari itu perlu kiranya menggagas dan mewujudkan gadai atau pegadaian
vang sesuai dengan prinsip-prinsip-8yar’i. yang-sangat menjaga keadilan dan
kemaslahatan.

Berdasarkan peémbahasan’ di ‘atas ‘maka“dapat distmpuikan bahwa konsep
dasar gadai syariah yaitu :

I. Gadai (rahn) merupakan( hak| atas=jaminan gang diperoleh karena
seseorang berhutang.

2. Dalam aplikasinya gadai syariah terhindar dari praktek bunga dan
berdimensi sosial yang sangat tinggi (tolong-menolong).

3. Pegadaian syariah merupakan lembaga gadai yang berguna untuk
mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang-membutuhkan jasa

gadai syariah, dan dalam perakteknya Pegadaian syariah harus
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melandaskan dirinya pada prinsip-prinsip syar’i baik dari segi legal,
manajerial maupun produk dan operasional.

4. Keuntungan yang diperoleh Pegadaian merupakan keuntungan yang
diambil dar1 pengambilan manfaat yang dilandasi akad yang disepakati
kedua belah pihak dan pelayanan jasa-jasa riil yang diberikan Pegadaian
dan bukan dari sumber-sumber pengenaan bunga bagi para penggadai.

Agar lebih jelas pemahaman mengenai konsep gadai syar’i dapat dilihat

pada skema terlampir pada lampiran-2:



BAB III
APLIKASI GADAI SYARIAH PADA ULGS CABANG PAMEKASAN DAN

YOGYAKARTA

A. ULGS Cabang Pamekasan

Layanan Gadai Syariah Cabang Pamekasan mulai dibuka dan beroperast
pada tanggal 26 Mei 2003 yang beralamat di J1. Jokotole No. lII Pamekasan. Agar
lebih jelas mengenai ULGS Pamekasan int, akamn dijelaskan sebagai berikut:

1. Legalitas dan Latar Belakang Pendiriandéayanan Gadai Syariah Pamekasan

Landasan dibukanya Unit [ayanan'Gadai Syariah pada Perum Pegadaian
secara umum dan ULGS Pameksan khususnya- didasarkan pada Peraturan
Pemerintah No 103 tahun 2000 Bagian Kétiga pasal 7 butir b Tentang maksud dan
tujuan Perum Pegadaian yang berbunyi: “maksud dan tujuan perusahaan adalah
menghindarkan masyarakat ‘dar: Vgadai=gelap, ‘praktek’ ribd” dan=pinjaman tidak
wajar lainnya.”

Sedangkan landasan'secara $yar i berdasarkan-pada;

a. Al-Qur’an dan al-Hadis

Landasan syar’i yang diambi! dari nash al-Qur’an dan hadis terdiri dari

1) Al-Qur'an Surat al-Bagarah (2): 283

* Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendak'ah ada

barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berhutang”

49



50

2) Hadis dari Aisyah r.a. Nabi SAW bersabda:
“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan seorang
Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya” (HR.
Bukhari dan Muslim)

3) Hadis dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda:
“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dan pemilik yang
menggadaikannya. la memperoleh manfaat dan menanggung

resikonya” (HR. Al-Syafi’i;-al-Dar-al-Qutni dan Ibnu Majah)

4) Dari Nabi SAW bersabda:

“Tunggangan (kendaradn) yang digadaikan boleh dinaiki dengan
menanggung biayanya-dan biratang temak yang digadaikan dapat
diperah susunya dengan /menanggung biayanya. Bagi yang
menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya
perawatan dan pemeliharaan’ (HR. Jama’ah kecuali Muslim dan
Nasa’1)
5) Hadis dart, Abu Hurairah r.a”"Rasulullatybersabda:

“Apabila ada ternak ‘digadaikan,\maka /punggungnya boleh dinaiki
(oleh orang vang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan
biaya (menjagajnya~Apabrila ternak-itugdigadaikan, maka air susunya
yang deras boleh diminum.(oleh orang yang menerima gadai), karena
ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik

dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya {perawatan)nya”. (HR.
Jama’ah kecuali Muslim, Bukhari dan Nasa’i1)

b. limu
Perum Pegadaian menggunakan ijma para ulama dalam membolehkan akad

rahn (al-Zuhaili, Figh al-Islam wa Adillatuh, hal 181).
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Sedangkan kaidah muamalah yang dijadikan acuan ialah :
“Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil

yang mengharamkannya”
¢. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Landasan hukum syar’i dalam mengeluarkan produk pegadaian syariah juga
berdasar pada Fatwa DSN No.25/DSN-MUV/II1/2002, tanggal 26 Juni 2002 yang
menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan

hutang dalam bentuk ra/r dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Murtahin (penerima barang) mempunyar-hak untuk menahan marhiin

(barang) sampai semua hutapgrahin dilunast:

2) Marhiin dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada perinsipnya,
marhiin tidak | bolehn dimanfaatkan <eleh~muriahin/kKecuali seizin rahin,
dengan tidak mengurangi| Wilai jmarfiign dan pemanfaatannya itu sekedar

pengganti biaya pemeltharaan perawatannya.

3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhiin pada dasarnya menjadi
kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan

biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.

4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhin tidak boleh

ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
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5) Penjualan marhin.

a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus mengingatkan rahin untuk
segera melunasi hutangnya.

b) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka markhin
dijual paksa (eksekust).

c) Hasil penjualan marhin digunakan untuk melunasi hutang, biaya
pemeliharaan dan penyimpanan vyang belum dibayar serta biaya
penjualan.

d) Kelebthan hasil penjualan mejadi milik |rahin dan kekurangannya

menjad: kewajiban rahin.

d. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional/(No.26/DSN-MUI/112002,

tanggal 28 Maret 2002 tentang rahn emas.

e. Rukun dan syarat raiin
Perum Pegadaian sebagai sebuah lembaga yang membawahi Pegadaian
Syariah telah menetapkan rukundan svarat rahmyang mengacu pada pendapat
para ulama dalam kitab figh sebagai berikut:
1) Rukun
a) Orang yang berakad
b) ljab Qobul
¢) Harta yang dirafinkan

d) Pinjaman (Marhiin bih)
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2) Syarat
a) Akad wudak mengandung syarat fasik/batil, seperti AMurtahin

mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.

b) Marhiin Bih (pinjaman)
(1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada Murtahin.
(2) Pmjaman itu bisa dilunasi dengan barang yang dirainkan
tersebut.

(3) Pinjaman itu jelds dantertentu.

c) Marhin

(1) Bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman.
(2) Memiliki nilai.

(3) Jelas ukuran, jumlah dan sifatriya-tertentu.

(4) Milik sah dan penuh dari rahin.

(5) Tidak'berkait dan hak orang lain)

(6) Bisa diserahkan baikymaterismaupunimanfaatnya.

d) Jumlah maksimunpdana-rafin-darpnilai-tikuiditas batang yang dirahnkan,
serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.
¢) Rahin setiap bulan dibebani jasa manajemen atas barang, berupa:
(1) Biaya asuransi.
(2) Biaya penyimpanan.
(3) Biaya keamanan

{4) Biaya pengelolaan atau administrast.
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Sedangkan berdirinya Layanan Gadai Syariah Cabang Pamekasan Madura
ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor eksternal yaitu:
a. Mayoritas masyarakat Madura yang muslim.
b. Dukungan pemerintah Kabupaten dengan adanya program “Gerbang
Salam” (gerakan membangun syariat Islam).
¢. Kecenderungan masyarakat Madura yang berinvestasi dalam Bentuk
emas.
d. Kebutuhan masyarakat akan-aplikasi-syariah.'
Di samping faktor-faktor [tersebutd di, atas’juga terdapat faktor internal
Perum Pegadaian yang ingin mengembangkan, Pegadaian Syariah dengan
bekerjasama dengan Bank Muamalah Indonesia schingga terbentuknya layanan

gadai syariah di Indonesia.

2. Sistem ManajerialyjULGS Pamekasan
Layanan gadai syariah dibegatuk sebagai unit bisnis yang mandini dengan
maksud untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya pelayanan pinjam
meminjam yang bebas dari unsurtibawi yang secara jelas dilarang oleh Islam.
Dengan realitas semacam ini, tidak ada pilihan lain bagi Pegadaian jika
ingin tetap eksis di tengah-tengah masyarakat terutama penduduk muslim, maka

dituntut untuk harus mampu menjawab tuntutan kebutuhan 1.

' Wawancara dengan Manajer Cabang Layanan Gadai Syariah Pamekasan Bapak
Komaruddin S E, di Pamekasan, tanggal 4 Maret 2004,
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Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) secara umum mengemban tugas
pokok untuk melayani kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat atas dasar
' penerapan prinsip-prinsip gadai yang dibenarkan secara syar’i.

a. Struktur Organisasi

ULGS merupakan suatu unit organisasi dari Perum Pegadaian yang
berada di bawah binaan Divisi Usaha Lain. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri
yang secara struktural terpisah pengelolaannya (operasionalnya) dari usaha gadai
secara konvensional.

Untuk saat in1 kantor cabapg layanan gadai syariah masih dibina oleh
Pimpinan Wilayah Pegadaian sesuaittempat kedudukan Kantor Cabang tersebut.

Agar lebih jelasnya struktuf organisasi Unit'Layanan Gadai Syariah dapat
dilihat pada bagan sebagaimana terlampir pada Ilampiran 3.

Pimpinan Cabang menjalankan fungsi sebagai Pimpinan pelaksana teknis
dani perusahaan vyang "berhadapan--langsung=“dengan’ maSyarakat. Secara
organisatoris Pimpinan Cabang UlL:GS bertanggung jawab secara langsung kepada
Pimpinan Wilayah (pinwil), Wntuk melaksanakan-fungsi|tersebut Manajer Kantor
Cabang mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dengan menggunakan prinsip-
prinsip Rahn (Gadai Syariah) dan /jarah (sewa tempat) untuk menyimpan barang
jaminan.

Pimpinan Wilayah Surabaya sebagai pembinan ULGS Pamekasan Madura
bertanggung jawab atas Kantor Cabang ULGS mulat dari perintisan, pembinaan
operasional maupun penanganan administrasi keuangan Kantor Cabang Gadai

Syariah di wilayahnya.
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Pinwil selanjutnya melaporkan hasil kegiatan binaannya kepada Direksi,
yang selanjutnya akan membuat kebijakan pengelolaan ULGS secara menyeluruh.

Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan dipimpin oleh seorang
Pimpinan Cabang yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Wilayah Operasioal
Surabaya. Dalam menjalankan tugasnya Pimpinan Cabang Layanan Gadai
Syariah Pamekasan dibantu oleh beberapa orang pegawai Perum Pegadaian yang
terdiri dari seorang penaksir, kasir dan tiga orang penjaga (scurity) sebagai
berikut:

Pegawai Kantor Cabang Unit Layanan,Gaddi, Syariah Pamekasan Madura;

1) Manajer Cabang : Komaruddin.Syam S .E
2} Penaksir : Muhammad-Rasul S.E
3) Kasir = Zem Defitari

4) Scurity . - Misraji

=Abdus Samad

L Ely Darmanité
Dengan jumlah pegawai yang sangat terbatassULGS)\Pamekasan Madura
menjalankan usaha dengan rincian Jobs discription yang secara terperinci yang

telah diatur oleh Perum Pegadaian sebagaimana berikut:
1) Pimpinan Cabang bertugas mengelola operasional Cabang, yaitu
dengan menyalurkan pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan
pada penerapan prinsip syariah dan melaksanakan usaha lain yang telah

ditentukan manajemen dan mewakili kepentingan perusahaan dalam

? Hasil Wawancara, Manajer Cabang ULGS Pamekasan, tanggal, 5 Maret 2004.
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hubungan dengan pihak lain dalam rangka mewujudkan tercapainya
visi dan misi perusahaan.

Tugas Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan sampai saat ini
masih merangkap sebagai Pemegang gudang dan Penyimpan marhin
yang bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan
dan pengeluaran serta pembukuan dén mengelola gudang marhiin emas.

2) Penaksir bertugas menaksir marhiin untuk menentukan mutu dan nilai
barang sesuai denganketentuan , yang berlaku dalam rangka
mewujudkan penctapan | taksiran' dan uafig pinjaman yang wajar serta
citra baik perusahaan.

3) Kasir melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta
pembukuan sesuai dengan-ketentuan vang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan operasional Kantor Cabang.

4) Keamanan (satpam) mempunyal tugas mengamankan harta perusahaan
dan rahin dalam lingktngan-kantorsdanssekitarnya. Dalam tugasnya
satpam selain menjaga keamnanan juga membantu.nasabah mengist dan
memberikan slip. Dengan jumlah keamanan sebanyak 3 orang yang
merangkap sebagai pesuruh, untuk menjaga keamanan kantor, satpam
dibagi menjadi dua kelompok jaga, siang dan malam.

Pada struktur organisasi sebagaimana terlampir, terdapat Dewan Pengawas

Syariah vang mempunyai tugas sebagai berikut:
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1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, UUS dan
pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal vang
berkaitan dengan syariah.

2) DPS berfungsi sebagai mediator antara bank dan Dewan
Syariah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan usul dan
saran pengembangan UUS yang diawasinya kepada DSN
sekurang-kurangnya setahun sekali.

3) DPS sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada UUS dan
wajib melaporkan kegidtan usaha serta perkembangan UUS

yang diawasi ke DSN sekarang-kurangnya setahun sekali.

b. Budaya Organisasi

Dalam menjalankan organisasi‘perusahan-dan pelayan kepada masyarakat
Perum Pegadaian menetdpkari Suatit Biddya organisasivapg, wajib diaplikasikan
bagi seluruh ULGS termasuk ULGS-Cabang Pamekasan.

Budaya tersebut tercermin pada simbol “STAF INTAN™,

Staf Intan merupakan kepanjangan dart :

Sidik : Benar dan jujur,

Tabligh - Mengembangkan lingkungan,

Amanah : Dapat dipercaya,

Fathonah - Komponen dan profesional,

Inovatif : Penuh gagasan, kreatif, aktif dan menyukai
tantangan.

Nilai moral tinggi - Taqwa, berbudi luhur, aktif dan menyukai

tantangan.
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Terampil : Menguasar bidang pekerjaan, tanggap,
akurat.

Adi layanan . Sopan, ramah, simpatik,dan berorientasi
pada kepuasan pelanggan.

Nuansa cita : Selalu berusaha mengembangkan diri.

Dari serangkaian makna tersebut diharapkan Pegadaian Syariah dapat
memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pengguna jasa Pegadaian
Syariah. Dan berusaha membangun anggapan di masyarakat bahwa pegadaian
syariah bertujuan untuk membantu dan mempermudah kebutuhan dana mendesak

nasabah.

3. Produk dan Operasional ULGS Pamekasan

Produk yang dikeluarkan WULGS /Pamekasan Madura untuk melayani
masyarakat sampai dengan saat ini meliputi:

a. Layanan gadat syariah.

b. Toko emas “galeri 24” (penjualan emas).

Dengan dua produk di atas ULGS Pamekasan Madura menjalankan
perusahaan dengan semaksimal mungkin untuk-mevwuyudkar target vang hendak
dicapai pada setiap periodenya.

Perkembangan produk layanan gadai syariah akan dijelaskan sebagai
bertkut :

a. Layanan gadai syariah

Layanan gadai syariah in1 merupakan produk andalan Pegadaian Syariah
Cabang Pamekasan yakni dengan memberikan layanan gadal yang sesuai dengan

prinsip-prinsip syar’i bagi masyarakat.
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Sejak dibukanya kantor ULGS Cabang Pamekasan, layanan gadai syariah
terus berkembang setiap bulannya dengan baik meskipun terdapat penurunan dan
'pemngkatan omzet setiap bulannya.

Agar lebih jelas perkembangan yang ada maka dapat dilihat dalam tabel
perkembangan omzet sebagaimana berikut:

Perkembangan Omzet Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan 2003-2004

No | Tahun Bulan Jumlah/Rupiah
1 {2003 Mei 12.290.000
2 - Juni 216.750.000
3 0- Juli 600.535.000
4 - Agustus 364.530.000
5 |- September 255.670.000
6 |- Oktober 402.260.000
7 - Nopember 199.300.000
& |- Desember 472.265.000
Jumlah-Total 2.523.620.000
112004 Januari 523.845.000
2 - Pebruari 550.265.000
Jumlah Total 1.074.110.000

Data: ULGS Pamekasan Madura, 6 Maret 2004
Perkembangan omzet Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan menunjukkan

adanya peningkatan terutama pada bulan-bulan dimana pada bulan tersebut, bukan
masa panen tembakau.

Dari perkembangan omset di atas, Kantor Cabang Gadai Syariah
umumnya dan ULGS Pamekasan khususnya hanya memperoleh pemasukan dari
jasa simpan (sewa tempat) dan administrasi, sedangkan untuk keuntungan hanya

berasal dari jasa simpan.
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Berikut merupakan tabel pemasukan dari jasa simpan dan biaya
administrasi :

" Pendapatan ULGS Pamekasan dari jasa simpan dan biaya administrasi

No | Bulan Tahun Jumlah
1 | Mei 2003 84.500
2 ] Juni - 1.015.500
3| Juli - 2.327.500
4 | Agustus - 1.323.500
5 | September - 1.087.500
6 | Oktober - 1.616.500
7 | Nopember - 915.500
8 | Desember - 2.071.000
Jumlah 10.441.500
1| Januari 2004 2.099.000
2 | Pebruan S 2.306.000
Jumldh 4.405.000

 Data ULGS Cabang Pamekasan,5 Mei 2004

Pendapatan yang dihasilkan ULGS Pamekasan bersumber dan biaya dan
jasa simpan tersebut sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah transaksi yang
berlangsung serta jumlah nasabah setiap bulannya.

Dari perkembangan yang ada jumlah nasabah ULGS Pamekasan sampai
dengan saat ini sebanyak 1149 orang. Nasabah yang ada tersebut bukan hanya
berdomisili dari daerah sekitar ULGS Pamekasan saja tetapi juga berasal dari

Kabupaten lain yang ada di pulau Madura, di samping itu nasabah ULGS
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Pamekasan bukan hanya terdiri dari orang-orang muslim tetapi non muslimpun

dilayani dengan baik sebagai nasabah ULGS Pamekasan.’

1) Syarat-syarat pengajuan pinjaman pada ULGS Cabang Pamekasan :

- Kepemilikan barang milik sendiri (KUH Perdata 1977)

- Foto copy KTP Penggadai atau kartu pengenal lain (SIM, Paspor)
yang berlaku.

- Marhan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Perum
Pegadaian.

- Surat Kuasa dari pemilik barang, jika, dikuasakan dengan disertai
matrai dan K'TP asli pemilik barang.

- Mengisi  formulir) (Pemmintaan) | Pinjaman  (FPP) dan
menandatanganinya.

- Menandatangani akad rahn dan ijarah dalam Surat Bukti Rahn

(SBR) sebagaimana terlampir pada Lampiran 2.

Setelah nasabah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan di
atas maka ULGS Pamekasan dalam Hal ini dapat ‘memperoses lebih lanjut
pengajuan pinjaman gadai yang digjukan:

Barang yang dapat digadaikap_padazJULGS, Cabarig-Pamekasan meliputi
dua jenis barang yakni e¢mas dan kendaraan bermotor (Mobil dan Motor).
Penctapan kedua jenis barang ini dilakukan berdasarkan kebijaksanan Manajer
Cabang dengan mempertimbangkan banyak faktor yang diantaranya kodist
masyarakat Madura yang sering berinvestasi dalan bentuk emas dan kapasitas

daya tampung gudang Pegadaian Syariah Pamekasan yang terbatas.

* Ibid, tanggal 6 Maret 2004.



63

2) Mekanisme pengajuan pinjaman
Mekanisme pengajuan pinjaman pada ULGS Cabang Pamekasan Madura
"sebagai berikut :

a) Rahin (penggadai) mengambil dan mengisi formulir Permintaan
Pinjaman (FPP) yang berisi No KTP, nama, alamat, pekerjaan dan
guna peminjaman. (sebagaimana terlampir pada lampiran 2)

b) Menyerahkan FPP yang telah diisi dan ditandatangani dengan
melampirkan Foto Copy KTP/identitas serta marhiin yang akan
dijaminkan.

c) Penaksir menerima FPP dan memeriksa kelengkapan kebenaran
pengisian FPP dan marhin (barang jaminan) yang dijaminkan.

d) Rahin menerima kitir EPP. sébagal bukti penyerahan Marhian dan
Penaksir.

f) Penaksir melakukan taksiran.untuk menentukan nilai Marhiin sesuai
dengan Buku Peraturan P¢naksiran-dan Surat Edaran, untuk taksiran
golongan A dapat langsung diselesaikan oleh penaksir pertama,
sedangkan untuk golongan’ B;-C, Didan E Harus. diselesaikan oleh
penaksir kedua atag=Pimpinan Cabang selaku kuasa pemutus
pinjaman.

g) Penaksir menentukan bésarnya\uang pinjamdr (marfin bift) yang
dapat diberikan kepada r@hin serta menentukan biaya administrasi
dan menginformastkan besarnya tarif jasa simpan.

h) Penaksir mengisi dan menandatangani SBR dan memberikan kitir/lip
untuk nomor marhiin.

1) Rahin menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).

j) Penaksir menyerahkan marhin yang telah dilipat kepada bagian
gudang. '

k) Rahin menerima sejumlah uang UP (marhin bifi) dan SBR asli
(lembar 1).

[) Menyerahkan Kitir FPP kepada kasir untuk dicairkan dana,
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m) Kasir Menerima SBR asli dan badan SBR dilipat dari penaksir dan
mencocokkan SBR dengan kitir FPP yang diserahkan oleh rahin
serta menyiapkan dan melakukan pembayaran UP (marhiin bih)
sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SBR.

Agar lebih jelasnya pengajuan pinjaman dapat dilihat dalam skema
pengajuan pinjaman sebagaimana terlampir pada Lampiran 3.

Untuk penetapan uang pinjaman yang dilakukan penaksir berdasarkan
besarnya marhin-bih (barang jaminan) dihitung dari nilai taksirannya yang
ditetapkan dari harga pasar barang-baik dengan-harga pasar pusat (HPP) untuk
emas dan permata vang ditetapkan‘Kantor| Pusat, maupun harga pasar sctempat
(HPS) untuk barang gudang yang ditetapkan'Pimpinan Cabang ULGS Pamekasan
dengan melakukan survei di dealer dan pasar kendaraan bermotor setempat.
Peninjauan HPS dilakukan oleh Rihak(ULGS|((Pam¢kasan minimum tiga bulan
sekali dan diusulkan ke kantor wilayah Surabaya untuk mendapatkan penetapan.

Sedangkan besarnya " milai "pinjaman“yang “dibenkdm= dihitung dari
prosentase nilai taksiran yang ltelah 'ditetapkan/ Perum Pegadaian berdasarkan

Surat Edaran (SE) yang rata-rata sampai/dengan90%:

a) Penggolongan marhiin bih dan biaya adminstrast.

Nilai taksiran digunakan untuk menjadi dasar perhitungan
penetapan besarnya jasa simpan yang dihitung berdasarkan kelipatan nilai
taksiran per Rp 10.000,-. Berdasarkan hasil taksiran dan penetapan nilai
pinjaman nasabah dikenakan biaya adminstrasi, yang oleh Perum
Pegadaian telah ditentukan dengan kebijakan penentuan golongan marhin.

Penggolongan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
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Pembagian golongan marhiin berdasarkan besarnya nilai iaksiran

Golongan | Nilai Marhiin Pembulatan untuk pembayaran
perhitungan biaya administrasi

A 20.000 s.d 100.000 Dibulatkan ke bawah ke sertbuan

B 101.000 s.d 500.000 Dibulatkan ke bawah ke 1.000-an

C 505.000 s.d 5.000.000 Dibulatkan ke bawah ke 5.000-an

D 5.010.000 s.d 10.000.000 | Dibulatkan ke bawah ke 10.000-an

E > 10.050.000 Dibulatkan ke bawa ke 50.000-an

Berdasarkan SE No 53/LB.3.00.22.3/2003

Dari tabel tersebut marhiin yang dijadikan jaminan dapat

digolongkan dan ditentukan besar biaya administrasinya.

Berikut ini tabel biaya administrasi pergolongan yang berlaku di

seluruh ULGS termasuk UGS Pameéekasan’Madural

Golongan | Biaya Administrasi
A 5.000

B 6.000

C 7.500

D 10.000

E 15.000

Biaya administrasi sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan

operasional layanan Gadai Syariah. Untuk lebih rinci biaya administrasi

yang dikeluarkan untuk kebutuhan riil dapat dilihat dalam tabel berikut :
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No | Komponen Fix Tarif Daftar tarif biaya administrast
Cost Potongan A B C D E
1 | Penaksiran Barang | 2.000* 2.000| 3.000 }3.500{ 5.000 [10.000
2 | Alat Tulis Kantor | 1.000** 1.000{ 1.060 {1.000{ 1.000 | 1.000
3 | Perlengkapan 2.000*** 2.000} 2.000 |3.000] 4.000 ; 4.000
Jumlah baiya | 5.000 6.000 7.500 10.000 15.000

Ket:

* Gaji pegawai penaksip

** SBR, FPP, Kantong dll

k¥ Air yji, Jarum uji, listrik dif

Dengan biaya administrasi tersebut Perusahaan Pegadaian (ULGS

Pamekasan) mengadakan petlengkapan Ketja baik untuk mentaksir barang

maupun untuk membayar honor para penaksir serta membayar biaya

sarana dan prasafana yang menunjang operasional.

b) Tarif jasa simpan.

Unit Layanan Gadal Syariah memperoleh keuntungan dari jasa

simpan terhadap barang yang gadai.

Tarif jasa simpan barang jaminan dikenakan biaya sebesar Rp. 45

per lima hari masa penyimpanan dan untuk setiap kelipatan taksiran

barang jaminan sebesar Rp. 10.000. Secara rinci tarif jasa simpan dapat

dilihat pada tabel berikut: ‘
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Tabel Tanf Jasa Simpan

Nilai Taksiran Tarif jasa simpan | Setiap kelipatan
(Rp) (Rp)

s.d. Rp. 500.000 45 10.000

>Rp. 500.000 s.d Rp. 1.000.000 225 50.000

>Rp. 1.000.000 s.d Rp. 5.000.000 450 100.000

>Rp. 5.000.000 s.d Rp. 10.000.000 2.250 500.000

>Rp. 10.000.000 4500 1.000.000

Selama rahin belum; melunasi'pinfaman yang berjangka waktu
maksimal 120 hari (3 bulanymaka penggadai tetap dibebankan biaya jasa
simpan dan jika lebih dari) batas’) maksimal rahin dapat meminta
perpanjangan kepada ULGS dengan dikenakan ulang biaya administrasi
dan jasa simpan.

Jasa simpan digunakan“unituk menjaga keutuhan dan keamanan
marhin, serta jasa sewastempat dan.asutansi/“Untuk lebih jelasnya
perhitungan tarif jasa simpan akan dijelaskan sebagai berikut:

- Resiko penyimpanan 0,01% X Rp. 100.000/gram X 12/4/6 =

Rp. 0,5/5hr

- Jasa sewa tempat dan ekspektasi profit Rp. 2.5/5hr

- Asuransi 0,03 X Rp. 100.000/gram X 12/4/6 = Rp. 1.5/5hr

3) Pelunasan Pinjaman
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Pelunasan pinjaman pada ULGS Pamekasan menerapkan sepenuhnya
aturan yang telah ada pada buku manual operasional ULGS yang secara umum
"berlaku di setiap ULGS di seluruh Indonesia, dan dalam pelunasan ini mengenal
dua cara yakni pelunasan penuh dan pelunasan ulang gadar.

Kedua model pelunasan tersebut dipergunakan sepenuhnya bagi para
nasabah untuk melunasi pinjamannya. Masiﬁg—masing model pelunasan di atas
yakni sebagai berikut:

a) Pelunasan penuh

Pelunasan penuh ialah disaatfr@fiz melunasi hutangnya dengan
membayar pokok pinjaman sesuai dengan-akad“vang telah disepakati dan
ditambah dengan biaya sewa tempat atau yang yang disebut dengan jasa simpan.

Jasa simpan tersebut diambil untuk biaya sewa tempat, pengamanan dan
pemeliharaan marhin selama digadaikan, Besarnya jasa simpan_pada dasarnya
ditentukan oleh nilai barang yang disimpan yakm dari nilai taksiran barang akan
tetapi jika rahin mengajukan pinjamian jauh di bawah' plafon marhin bih atau
mengangsur pinjaman, ULGS' Pamekasan memberlakukan-sistem pembenan
bonus berupa “muqgdasah” (diskon jasa simpan) yang telah diatur dalam Surat
Edaran.

Perhitungan jangka waktu pinjaman selama 120 hari memberikan peluang
bagi rahin untuk dapat melunasi pinjaman/hutang sebelum tanggal jatuh tempo.
Sedangkan cara penghitungan jumliah hari pinjam, yaitu sejak transaksi pinjaman

gadai disepakati sampai dengan tanggal melunasi pinjaman atau jatuh tempo.
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Prosedur pelunasan pinjaman scbagai berikut:

Rahin menyerahkan SBR asli kepada kasir.

Kasir memeriksa keabsahan SBR serta melakukan perhitungan jumlah
yang harus dibayar, yaitu pokok pinjaman dan jasa simpan.

Rahin menyerahkan uang untuk melunasi pinjaman dan jasa simpan.
Kasir meyerahkan Slip Pelunasan (SP) kepada rahin sebagai tanda
bukti pelunasan untuk pengambilan marhin.

Rahin menerima Marhin yang telah ditebus sesuai dengan nomor

marhiin yang tersebut pada slip.

Dengan prosedur di atas rghin;dapat-dengan mudah untuk menebus atau

melunasi pinjamannya dan dengar waktul lyang relatif singkat. Agar lebih jelas

mekanisme pelunasan dapat dilihat pada skema_pelunasan pinjaman terlampir

pada Lampiran 4.

b) Pelunasan ulang gadat

Dalam pelunasan ulang gadai ada beberapa model transaksi yang

diaplikasikan'¥LGS Cabang Pamekasan yakni:

Ulang gadai

Transaksi ini| dapat digunakandi saat_ré#in pada saat jatuh tempo,
tidak dapat melunasi pinjaman sebagaimana ditetapkan dalam akad,
sehingga rahin diberi kesempatan untuk menunda pembayaran
pinjaman dengan cara ulang gadai, dengan cukup membayar jasa
simpan dan biaya adminstrasi.

Minta tambah

Transaksi model ini dapat dilakukan apabila besar uang pinjaman lebih

kecil dari besarnya uang pinjaman seharusnya, sehingga dengan
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adanya transaksi ini rahin dapat meminta tambahan uang pinjaman
sesual dengan nilai taksiran.

- Nyicil
Transaksi model imi dapat digunakan rdhin dengan membayar
sebahagian pinjaman untuk mengurangi hutangnya dengan prosedur
melunasi pinjaman dan meminjam kembali dengan jumlah yang lebih
kecil, namun di saat mencicil rahin dikenakan biaya simpan dan
adminstrasi dengan mepggunakan, fasilitas muqasah yang ada pada
ULGS Pamekasan.

- Tebus sebahagian
Transaksi ini digunakandengan cara mengici! pinjaman dan sekaligus
mengambil sebahagian marhin, prosedumya sama dengan mencicil
pinjaman.

Dengan adanya metode peluriasan yang beragam diharapkan nasabah

(rahin) tidak merasa kesulitan daldm-melunasi pinjamannya.

4) Penjualan marhun (barang gadar)

Penjualan marhin yang dimaksud adalah upaya pengembalian uang
pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang
ditentukan (disepakati).

ULGS Pamekasan dalam usaha penjualan marhin ini menggunakan
pendekatan kekeluargaan dan musyawarah dengan memberikan beberapa

alternatif kepada rahin untuk melunasi pinjamannya.
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Alternatif yang dilakukan berdasarkan kebijakan Pimpinan Cabang yakni,

penjualan marhan yang dilakukan oleh ULGS Cabang Pamekasan secara
"langsung dengan sepengetahuan rahin atau penjualan marhiin oleh rahin dengan

sepengetahuan petugas ULGS Cabang Pamekasan.

Kepada rahin yang marhiin-nya telah jatuh tempo Pimpinan Cabang
ULGS Pamekasan melakukan pemberitahuan dengan melalui :

- Surat pemberitahuan ke alamat rahin.

- Dihubungi melalui teleperm.

- Papan pengumuman dil KantofhKelurahan/Kecamatan dan Kantor

Cabang.

- Mendatangi alamat yangbersangkutan (#ahin).

Pemberitahuan tersebut dimaksudkan-agar-rahin dapat segera melunasi
kewajibannya atau melunasi | Glang [gadai_danCimenghindan p€mualan marhin
(barang jaminan) tanpa seizingr@hin. Pemberitahuan dilakukan selambat-

lambatnya 5 hari sebelum tanggal penjualan.4

5) Tata cara penjualan marhiin
Dalam menjual marhin ULGS Pamekasan memiliki aturan-aturan
penjualan yakni:

- Waktu penjualan marhiin setiap hari sabtu.
- Penjualan dilakukan untuk marhin yang telah jatuh tempo seminggu
sebelumnya.

- Penjualan dilaksanakan pada jam pelayanan nasabah.

* Ibid, pada tanggal 7 Maret 2004,
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- Sebelum penjualan, semua marhan ditaksir ulang menurut peraturan
penaksiran vang berlaku. Penjualan marhian jika taksiran lebih rendah
dari UP maka barang harus dijual serendah-rendahnya sebesar Uang
Pinjaman (UP) + Jasa Simpan + Biaya Penjualan. Dan jika taksiran
marhiin lebih tinggi dari UP maka barang tersebut harus dijual dengan
harga serendah-rendahnya sebesar UP menurut taksiran yang baru +
jasa simpan penuh menurut UP taksiran baru + biaya penjualan.

- Apabila marhiin laku terjual maka uang pinjaman, jasa simpan dan
biaya penjualan diakui sebagai pendapatan.

- Bagi barang yang tidak laku dijual dalam jangka waktu satu bulan

-'sejak ditetapkannya penjualan, ULGS.Pamekasan melakukan upaya-
upaya agar rahin menebus administrasi'sebesar uang pinjaman, mutast
marhiin antar Kantor | Cabang ataw menurunkan harga jual dengan
terlebih dahulu mengajukan penurunan harga ke kantor Wilayah

Surabaya.

Dari hasil penjualan marhun yang dilakukan ULGS Pamekesan apabila
ada kelebihan uang penjualan, atatselisih .antara hafga, lakunya penjualan
dikurangi dengan UP + jasa simpan,+ biaya penjualan maka akan dikembalikan
kepada rahin sepenuhnya jdan sebalienyanjikardarighasil penjualan tidak terdapat
kelebihan maka SBR dikembalikan kepada rafin dengan diberikan keterangan

telah dijual dan tidak ada uang kelebihan.

b. Toko emas “galert 24”

Toko emas ini menjual perhiasan dan kepingan emas serta koin emas
ONH dengan jaminan ketepatan penaksiran dan mutu yang berkualitas tinggi.

Fungst Produk Koin Emas _ONH ini sebagai koleksi, sarana zakat atau

infak pemiliknya, perhiasan yang dapat dimodifikasi, sebagai sarana untuk
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menabung, dan mudah untuk dijual belikan. Sedangkan bentuk produk ini berupa
perhiasan emas berbentuk keping emas dengan desain bernuansa religius Islami
dengan pencanahan berat serial mulai 1, 2, 3, 4, 5, 10 dan 20 gram serta kadar
standar emas 99,99% (24 karat) yang dijamin oleh WGC dan logam mulia.

Toko Emas ini dalam usahanya menjadi produk ULGS Pamekasan setelah

jasa gadai syariah.

B. ULGS Cabang Yogyakarta

ULGS Cabang Yogyakarta<mulai beroperasi pada tanggal 15 September
2003 yang beralamat di JI. KusumanegaraNoi 84 Yogyakarta. Dengan dibukanya
ULGS ini maka Yogyakarta memiliki satd layanan gadat syariah. Agar lebih
jelasnya mengenai ULGS ini, akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:
1. Legalitas dan Latar Belakang Berdirinya ULGS Yogyakarta.

Legalitas ULGS CabangVYogyakarta‘séeara legal formal-dan legal syar’i
serupa dengan landasan legal ULGSCabang-Pamekasan yakni berpedoman pada:

a. Peraturan Pemerintah Noor)Ll03,Tahun 260G.

b. al-Qur’an dan hadis.

c. [jmu ulama.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Landasan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Panduan Manual

Operasional Unit Layanan Gadai Syariah yang harus dimiliki dan difahami, serta
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merupakan panduan dalam menjalankan operasional ULGS oleh seluruh Kantor
Cabang Pegadaian Syariah termasuk Cabang Pamekasan dan Yogyakarta.’

Lantar belakang berdirinya ULGS Yogyakarta lebih disebabkan oleh
faktor intern Perum Pegadaian yakni berkeinginan untuk mengembangkan Unit
Layanan Gadai Syariah di setiap Wilayah dan Cabang di seluruh Indonesia.’

Hal ini ditujukan untuk melanjutkan serta mengembangkan program
ULGS yang telah ada dan diharapkan pada tahun 2004 ini dapat berkembang
dengan memiliki Cabang di setiap/Propinsi, guna menyusul ULGS telah terlebih

dahulu berdiri yakni ULGS CabangJakarta, Madura dan Sulawest.

2. Sistem Manajerial ULGS Yogyakarta.

a. Struktur organisasi

Kantor Cabang ULGS YogydKarta secara struktur berada di bawah kantor
Wilayah Yogyakartd, dan'secdra opefasional Pimpinafi/Cabang ULGS Yogyakarta
bertanggung jawab atas jalannyarperusahaan yang dipimpinnya kepada Kantor
Wilayah Yogyakarta sebagai, pepanggung jawab dan membina ULGS Cabang
Yogyakarta.”

Secara jelas mengenai struktur organisasi ULGS dapat dilihat dalam

Lampiran 3.

5 perum Pegadaian, Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah, lihat pada Landasan
Syariah ULGS Pamekasan, hal. 49-53.

¢ Wawancara dengan Pimpinan Cabang ULGS Yogyakarta, tanggal 2 April 2004.

7 Ibid, usulan inovasi sekalipun, harus mengikuti jenjang struktur bottem up pertahap.
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Sebagaimana ULGS Pamekasan, ULGS Yogyakarta merupakan Cabang
satu-satunya dari Perum Pegadaian vang ada di Wilayah Yogyakarta yang
menjalankan kegiatan gadai sesuai dengan prinsip-prinsip syar’i.

ULGS Yogyakarta dipimpin oleh seorang Pimpinan Cabang yang dibantu
oleh 5 orang pegawai dan staf yang terdiri dari seorang penaksir, scorang kasir,
dan- tiga orang scurity (keamanan) merangkap pesuruh. Berikut nama-nama

pengurus ULGS Yogyakarta:

1). Pimpinan Cabang ~H: Dachront. SE
2). Penaksir | : Eka'Sm Yuliani. SE
3). Kasir - Eni"Rahayu_SE

4). Keamanan (satpam) . Arif \wijayanto

Badar Sutowo
Isdiarto
Dengan kepengurusan yang ada;"ULGS Yogyakarta berusaha menjalankan
perusahaan dengan semaksimal'mungkin-untuk dapat' memenuhi target yang akan

dicapai pada tahun 2004 yakni tercapainya BEP-Sebesar Rp..3.285.434.400

b. Budaya organisasi

Budaya organisasi yang diterapkan di ULGS Yogyakarta tetap mengacu
pada “STAF INTAN” serta pelayanan vang menckankan aspek kekeluargaan
(ukhuwah) pada nasabah dengan berusaha menggunakan bahasa yang santun dan

pelayanan yang cepat serta sopan.®

¥ Ibid, pada tanggal 5 April 2004,
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Pelayanan yang maksimal dan berlandaskan prinsip syariah tersebut
dituangkan dalam motto ULGS yang digunakan yakni “mengatasi masalah sesuai

"syari’ah”.

3. Produk dan Operasional ULGS Cabang Yogyakarta.

ULGS Yogyakarta hanya mengeluarkan satu produk yakni Layanan Gadai
Syari’ah. Hal ini disebabkan keterbatasan lokasi kantor ULGS yang belum
dimungkinkan untuk memasarkan produk lainnya.

Produk layanan gadai syanah pada ULGS Cabang Yogyakarta terbatas
hanya menerima gadai emas, kendaran bemmotor-dan elektronik yang bernilai
taksir termasuk pada golongan Il ke atas dan khasus kendaraan bermotor, yang
akan diterima hanyalah yang berumur kurang'dari 5 tahun.

Kebijakan yang dikeluarkan -ULGS“Yogyakarta dalam membatast jenis
golongan barang gadai™wmeripakaikebijakan, yafg - lebih (disebabkan oleh
keterbatasan kapasitas ULGS j Yogyakartasdalam ymenyediakan tempat, dan
kecendrungan masyarkat yapg menggadai_barang_elektronok dan kendaraan
bermotor serta untuk menyeleksi barang marhun yang berkualitas dan bernilat
vang akhirnya bertujuan untuk tercapainya target pada tahun 2004.°

Untuk mencapai peningkatan jumlah nasabah dan pemasukan ULGS
Yogyakarta menggunakan strategi pemasaran dengan melakukan iklan dan
promosi baik melalui media cetak maupun elektronik dengan harapan akan

terjadinya sosialisasi dan pemahaman tentang Pegadaian Syariah di masyarakat.

9 Ibid, 1angga! 7 April 2004,
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Sehingga dari penerapan strategi pemasaran dan sosialisasi di atas ULGS
Yogyakarta berharap setiap bulannya akan mendapat nasabah dan akan terjadi
transaksi yang semakin meningkat.

Efektifitas sosialisasi yang dilakukan ULGS Yogyakarta secara jelas dapat
dilihat dalam perkembangan jumiah omzet setiap bulannya yang diharapkan akan

menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.

Perkembangan omzet ULGS Yeogyakarta dapat secara jelas dilihat dalam

tabel bernikut:

No | Bulan Tahun Jumiah dalam Rupiah

1 | September 2003 45.350.000

2 | Oktober - 109.215.000

3 | Nopember - 177.900.000

4 | Desember - 2062995000

I | Januan 2004 250.587.000

2 | Pebruar - 328.534.000

3 | Maret - 287.959.000
Jumlah Total 1.405.830.000

Data ULGS Yogyakarta tanggal 3 Apnil 2004
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Dari data di atas dapat dilihat perkembangan jumlah omzet yang ada pada
ULGS Yogyakarta selama 6 bulan 15 hari sejak dibukanya layanan gadai syariah
tersebut.

Seperti halnya ULGS Pamekasan dan ULGS lain di Indonesia yang
memperoleh pendapatan dari biaya administrasi dan jasa simpan, maka
pendapatan yang diperoleh ULGS Yogyakarta dari jasa simpan dan biaya

administrasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Pendapatan ULGS Yogyakarta datijasa simpan dan biaya administrasi

No | Bulan Tahun Jumlah=/Rp

I | September 2003 274.000

2 | Oktober - 1.207.529

3 | Nopember - 2.355..551

4 | Desember - 9:254 498
Jumiah 13.091°578

1 | Januari 2004 11.613.000

2 | Pebruari - 12.298.599

3 | Maret - 13.781.387
Jumlah Total | 50.784.564

Data laba rugi ULGS Yogyakarta tanggal 5 April 2004

Pendapatan tersebut merupakan penghasilan yang didapat oleh ULGS
Yogyakarta sejak dibukanya ULGS Yogyakarta' sampai dengan Maret 2004
dengan jumlah nasabah tercatat sebanyak 1.191 nasabah yang mempunyai jenis

aktifitas yang beragam vakni sebagal mahasiswa, wiraswasta maupun ibu rumah
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tangga. Nasabah yang ada tersebut bukan hanya terdiri orang muslim saja, tetapi

sekitar 25% dari jumlah tersebut merupakan orang-orang non muskim. 10

a. Prosedur peminjaman dan pelunasan.

Secara teknis prosedur peminjaman dan pelunasan gadai di ULGS
Yogyakarta sama dengan prosedur yang terdapat pada ULGS Pamekasan,
kesamaan ini dikarenakan segala hal yang menyangkut operasional pada ULGS
telah diatur secara jelas dalam Panduan Operasional ULGS yang teiah ditetapkan
oleh Perum Pegadaian.

Begitu juga dengan prosedur pelunasan dan penjualan barang jaminan
(marhiin) jika sampai batas waktunya belum dilunasi atau diperpanjang masa
gadainya oleh rahin.

Mekanisme pengajuan pinjaman dan pelunasan dapat secara jelas dapat
dilihat pada Lampiran 4-5.

Secara khusus ULGS Cabang Yogyakarta dalam melakukan penjualan
barang gadai, dengan mengambil kebijakan untuk. hanya menjual barang gadai
tersebut di ULGS Yogyakarta dan dengan sepengetahuan r@hin terlebih dahulu
vang telah dihubungi satu minggu sebelumnya baik melalui surat, telepon maupun

datang langsung ke alamat ra#hin.

b. Kendala dan hambatan
Dalam menjalankan operasionalnya ULGS Yogyakarta, menghadapi

kendala yang sangat menghambat yakni keterbatasan tempat yang dimiliki ULGS

1° Keterangan Pimpinan Cabang ULGS Yogyakarta, tanggal 5 April 2004.
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Yogyakarta, sehingga untuk lebih berkembang dan maju di masa yang akan
datang hambatan secara teknis tersebut diharapkan telah dapat diatasi.

ULGS Yogyakarta dalam usianya yang relatif masih muda merasa optimis
dapat lebih berkembang di masa yang akan datang seiring dengan makin
tersosialisasinya ULGS Yogyakarta imi di tengah masyarakat Yogyakarta serta
keinginan yang cukup tinggi di masyarakat umumnya untuk sedikit demi sedikit

meninggalkan sistem ekonomi ribawi.



BAB IV
ANALISA PENERAPAN GADAI SYARIAH PADA ULGS CABANG

PAMEKASAN DAN YOGYAKARTA

ULGS sebagai suatu lembaga gadai (pegadaian) perlu untuk dianalisa
secara mendalam dari berbagai aspek yang amat penting bagi suatu lembaga
ekonomi, khususnya yang berlabel syariah. Berbagai aspek tersebut yakni aspek
legal (formal dan syar’i), manajerial, preduk dan operasional.

Kajian terhadap beberapa aspek t€rsebut sangat diperlukan karena dengan
melihat aspek-aspek di atas, ULGS; sebagai suatudlembaga gadai dapat dianalisa
secara menyeluruh dalam menerdpkan Sistem dan gadai syaniah, serta secara
langsung dapat dianalisa kesesuaidniya dengan| prinsip-prinsip syar’i secara utuh.

Agar lebih jelas dalam menganalisa beberapa aspek tersebut, di bawah ini

akan dipaparkan secara jelas aspek-aspek tersebut.

A. Aspek legal
1. Legal Formal

Pegadaian merupakan salah satu bentuk lembaga ekonomi yang bergerak
di bidang pembiayaan yang sangat berhubungan dengan aspek hukum, lebih-lebih
disaat Perum Pegadaian sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh
Pemerintah untuk menyelenggarakan sistem gadai yang secara jelas disebutkan
dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000 Tentang Prusahaan Umum

Pegadaian, yang mempunyai sifat dan tujuan yang sangat berhubungan dengan

81
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berbagai pihak, sehingga harus didukung oleh pendekatan hukum (law approach)
yang jelas.!

Legalitas Perum Pegadaian sejak awal berdirinya sampai saat ini telah
mengalami banyak perubahgn status hukum, sampai dikeluarkannya PP No 103
yang secara jelas memaparkan status hukum Pegadaian sebagai sebuah Perum
(Perusahaan Umum) dan menjelaskan tujuan perusahaan yakni untuk
menghindarkan masyarakat dari gadai gelap dan praktek riba. (lihat pada Bab 11,
hal. 49)

Berdasarkan status hukum dan_tljuan diatas Perum Pegadaian berusaha
mengembangkan usahanya yakni derngan bekéna sama dengan Bank Muamalah
Indonesia untuk membuka Unit Eayanan/ GadaiSyariah (ULGS) yang dianggap
mempunyai prospek yang cukup'baik|terutama jika melihat potensi masyarakat
Indonesia yang sebahagian besar adalah muslim,

ULGS pertama kali diluncurkan dengan hanya membuka tiga Cabang, dan
sampai April 2004 lebih dari 7 UEGS hampir dapat ditemui seluruh di Indonesia,
keberadaan ULGS secara struktur.organisasi.imasih di=bawah sistem Perum
Pegadaian biasa (konvensional) sehingga jika dilihat secara mendalam pada PP
No 103 Tahun 2000 Tentang Perum Pegadaian, ULGS tidak secara jelas
disebutkan dan hanya secara eksplisit terdapat dalam Pasal 7 butir b yang
menjelaskan tentang tujuan Perum Pegadaian yang ingin menghindarkan

masyarakat dari peraktek riba, serta Pasal 8 dan 9 yang menjelaskan tentang

I Abdul Kadir Muhammad, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan
(Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2000), hal, 112,
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peluang untuk membuka usaha-usaha lain guna terwujudnya tujuan Perum
Pegadaian.?

Jika berdasar pada penjelasan yang terdapat dalam PP tersebut, maka
ULGS yang ada dan sedang berkembang saat ini, teryata belum mempunyai
landasan hukum khusus yang secara spesifik mengatur keberadaannya sebagai
suatu lembaga keuangan yang berlabel syariah, baik itu berupa Undang-undang
maupun Peraturan Pemerintah.

Keberadaan hukum yang ddpat-menaungi Gadai Syariah sangat memiliki
peran penting karena dengan demikiandaspek Syariah yang ada dalam ULGS,
akan mempuyai landasan formal gtauskekuatan hukum di tengah-tengah sistem
hukum yang berlaku dan dengan |itu secara otomatis para pihak dapat melakukan
gugatan hukum jika ada kelalaian di antara para pihak sebagai konsekwensi
hukum yang ada.

Melihat perkembangan ULGS di Indonesia yang cukup baik, maka sudah
selayaknya ULGS sebagai suatu™unit-dari Perum“Pegadaian berorientasi untuk
mengembangkan ULGS| menjadi \anak ‘perusahaan mandiri dari  hubungan
kerjasama antara Perum Pegadaian dan BMI sehingga secara legal keberadaan
layanan gadai syariah di Indonesia akan lebih kuat sebagai sebuah perusahaan.

Peluang ULGS untuk berkembang menjadi anak perusahaan secara jelas

dapat dilihat dalam PP No 103 Tahun 2000 Bagian Keempat tentang Kegiatan dan

2 Peraturan Pemerintah No 103 Tahun 2000, hal. 5.
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Pengembangan Usaha pada Pasal 9 yang memberikan peluang ke arah

pengembangan tersebut.’

2. Legal Syar’1

Setelah melihat dari segi legal formal yang ada, ULGS pun kiranya harus
dilihat dari aspek legal Syar’i, hal ini menjadi amat penting lebih-lebih ketika
keinginan untuk membuka ULGS sebagai sebuah produk Perum Pegadaian yang
berlabel syar’i, maka secara pasti harus terlebih dahulu mengkaji secara
mendalam aspek-aspek syar’i yang harus diaplikasikan atau menjadi batasan-
batasan yang jelas dalam segala aspek yang berhubungan dengan produk yang
akan dikeluarkan baik dari sisi manajerial maupun'operasionalnya.

Hal ini amat penting dilakukan~apar.apa yang akan dihasilkan dalam
produk ULGS tersebut bukan hanya sckedar berlabel syariah tanpa relitas yang
syar’i, karena yang/semestinya\ialah-berlabel syar’i dan"tefaplikasi dengan sistem
yang syar’i.

Beberapa hal yang dapat dilihat sebagai dasar hukum yang digunakan
Perum Pegadaian dalam memproduk ULGS, yang terdiri dari dalil al-Qur’an, al-
Sunnah, ljma dan fatwa MUI sebagaimana berikut.

a. Al-Qur'an dan Hadis
Landasan syar’i yang diambil dari nash a/-Qur 'ar dan hadis terdiri dari :
1) Al-Qur’an Surat al-Bagarah (2): 283
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang

kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang oleh orang yang berhutang”

3 Peraturan Pemerintah No 103 Tahun 2000 Bagian Keempat, Pasal 9 butir a-c berbunyi:
dengan persetujuan Menteri Keuangan, Perusahaan dapat; a. Melakukan kerjasama dengan badan
usaha lain. b, Membentuk anak perusahaan , c. Melakukan penyertaan modal dalam badan usaha
lain.
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2) Hadis dari Aisyah r.a. Nabi saw bersabda:

“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan seorang
Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya” (HR.
Bukhari dan Muslim)

3) Hadis dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda:

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dan pemilik yang
menggadaikannya. la memperolch manfaat dan menanggung resikonya”
(HR. Al-Syafi’i, al-Dar al-Qutni dan Ibnu Majah)

4) Nabi saw Bersabda:

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan
menanggung biayanya dan binatangtemak yang digadaikan dapat diperah
susunya dengan menanggung biayanya.| Bagi yang menggunakan
kendaraan dan memerah susugvajib,menyediakan biaya perawatan dan
pemeliharaan” (HR. Jama’ah Kecuali Muslim dan Nasa’i)

5) Hadis dari Abu Hurairah r-a. Rasulullah bersabda:

“Apabila ada ternak digadaikan, maka-punggungnya boleh dinaiki (oleh
orang yang menerima /gadai),|karena”ja telah mengeluarkan biaya
(inenjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras
boleh diminum_ ({(oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah
mengeluarkan bidva (menjaga)nya-Kcepada orang yang-naik dan minum,
maka ia harus mengeluarkan biaya(perwatan)nya”. (HRT Jama’ah kecuali
Muslim, Bukhari dan Nasa’i)

6) [jma

Perum Pegadaian menggunakan ima para ulama dalam membolehkan
akad rahn (al-Zuhaili, Figh Islam wa Adillatuh, 1985, him 181)

| Sedangkan kaidah mualamah yang dijadikan acuan ialah :

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil
yang mengharamkannya”

7) Fatwa Dewan Syariah Nasional
Landasan hukum Syar’i dalam mengeluarkan produk pegadaian syariah
juga berdasar pada Fatwa DSN No.25/DSN-MUV/1I1/2002, tanggal 26 Juni
2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang
sebagai jaminan hutang dalam bentuk rakn dibolehkan.*

4 Agar lebih jelas fihat Bab III, hal. 49-54
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Dari landasan hukum yang berupa dalil-dalil dan yma serta fatwa yang
digunakan dan dijadikan acuan dalam menjalankan usaha di atas, kiranya secara
tertulis ULGS dapat telah mendasarkan pada prinsip-prinsip syar’i, akan tetapi
kesesuaian dengan prinsip-prinsip syar’i tersebut akan gugur jika aplikast di
lapangan menunjukkan hal yang berbeda.

Agar lebih jelas aplikasi ULGS di lapangan dengan prinsip-prinsip syar’t
baik dalam produk dan operasionalnya maka akan dianalisa lebih lanjut pada sub

bab manajerial, produk dan operasional.

B. Sistem Manajerial

Aspek manajerial merupakan satu aspek vang tidak dapat dikesampingkan
dalam sebuah organisasi apapun bentuk.dan-bidang organisasi tersebut.

Jika kita mengartikan manajemen sebagai sebuah proses merencanakan,
mengorganisasikan, memimpin dan.mengendalikan |anggeta“organisasinya dan
menggunakan semua sumber daya“organisast untuk mencapai sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan bersama,’ maka ULGS, sebagai_salah satu unit vang
dikeluarkan Perum Pegadaian telah menjalankan sistem manajerial, yang dapat
ditunjukkan dengan beberapa hal berikut yaitu adanya perencanaan terhadap
tujuan yang akan dicapai, pengorganisasian, hirarki kepemimpinan mulai dari
Direktur sampai Pimpinan Cabang ULGS, dan control perusahaan yang
ditunjukkan dengan adanya Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah serta

dengan mengadakan buku panduan pengelolaan ULGS yang harus dijalankan oleh

5 Heinz Weihnize, Harold Koonts, Management A Global Prespectif (ttp.: Mc Graw-Hill,
1994), hal 4-5.
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setiap ULGS yang ada di seluruh Indonesia. (lthat Bab 111, hal. 55 dan lampiran 1
hal. 104)

Namun bila mengartikan manajemen secara luas, dapat dimengerti bahwa
pada dasarnya manajemen mempunyai sasaran yaitu sebagai suatu sarana untuk
mencapai tujuan yang hendak dicapai perusahaan.®

Pada kurun dewasa ini, dunia usaha semakin penuh dengan persaingan
yang menuntut manusia semakin mengandalkan akal pikiran dan rasionalitas, dan
dengan kemampuannya itu manusia mampu melakukan perubahan dan dengan itu
pula sering ambisi telah menutup kesadaran bahwa apa yang dilakukan telah
banyak menyimpang dan kebenaran hakiki.

Di tengah kompetisi dan perubahan —yang sangat cepat tersebut,
manajemen menjadi kunci untuk memenangkan ' kompetisi dengan melakukan
efisiensi, produktivitas, profit dan ekspansi. Namun di lapangan manajemen
sering tidak dapat beradaptasi dan sering pula bersinggungan dengan nilai-nilai
moral, keadilan, dan etika. Sehingga-manjemen sékedar menjadi alat legitimasi
dalam bertidak untuk mencapi target,’

Manajemen yang sekedar sebagai alat legitimasi seperti dijelaskan di atas,
cenderung menghasilkan manusia yang jauh dari kemanusiaannya, manusia
dianggap sebagai faktor produksi belaka yang dapat dipacu terus-menerus siang

dan malam tanpa ada lagi kesempatan untuk berinteraksi dan melaksanakan

6 James AF Stones dkk, Management, alih bahasa Alexander Sindoro (Jakartia:
Prenhalindo, 1996), hal. 4-6.

7 AM. Lilik Agung, Management by Humanity, Majalah Manajemen, Topik No. 167,
(Juli — 2002), hal 42. Lihat juga Siswono Yudho Husodo, Visi Baru Manajemen: Menyikapi
Sebuah Perubahan, Ibid, hal. 34/48.
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kehidupan sosial dengan masyarakat sckitarnya atau sebaliknya orang-orang
tertentu ditempatkan pada posisi-posisi tertentu agar menjadi simbol legitimasi.

Model manajemen seperti inilah yang bertolak belakang dengan
manajemen dalam Islam, yang menurut Ali Yafie merupakan manajemen
berkeadilan yakni manajemen yang dikembangkan atas dasar kebenaran,
kejujuran, keterbukaan dan keadilan untuk menciptakan hasil yang maksimal. ®

Sistem manajerial Perum Pegadaian dan juga ULGS yang ada di
dalamnya, dapat dilihat pada struktur-organisasi“yang ada, dan kiranya masih
terdapat hal-hal yang juga perlu diperhatikamlebihlanjut.

Mari lebih jauh melihat struktur organisasi ULGS (lampiran 3) dimana
posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai badan independen yang
ditempatkan oleh Dewan SyariahNasional ménjadi kurang optimal disebabkan
terbatasnya wewenang yang diberikan kepadanya, lebih-lebih posisi DPS tersebut
hanya sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, UUS (unit usaha
syariah) dan Pimpinan Cabang Syarialiyang tidaK secara langsung berada pada
masing-masing Cabang?

Menurut hemat penulis DPS hendaknya menjadi dewan yang lebih
profesional dengan tidak hanya rmenempatkannya sebagai simbol ke-Syariah-an
(penjastifikasian) semata, tetapi lebih memfungsikannya dengan memberikan
tugas dalam hal Pengawasan syar'i di lapangan, dan memiliki kewenangan yang

kuat dalam masalah syar'i setara dengan kewenangan yang diberikan kepada

8 Ali Yafi, Manjemen Bernilai Islami, http//www. Republikd co.id/ kolom opini/ diakses
22 Juni 2004,

9 I ihat pemaparan pada Bab III, hal. 58 mengenai fungsi DPS.
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Dewan Pengawas yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 103,
yang dalam PP tersebut Dewan Pengawas memiliki wewenang kuat sampai batas
tertentu dapat memberhentikan sementara Direksi dengan alasan yang kuat.1°

Selayaknya DPS mempunyai wewenang dan tugas bukan hanya terstruktur
di tingkat Pusat semata tetapi DPS harus juga terdapat di setiap Wilayah Perum
Pegadaian sebagai kontrol terhadap ULGS dibawahnya.

Memberikan porsi secara profesional terhadap DPS sangatlah diperlukan
untuk perkembangan ULGS ke depan, Karenia'\pada dasarnya perkembangan akan
terus berlangsung dan oleh karena itu,¢idak menutup kemungkinan antara satu
ULGS dengan ULGS yang lain memiliknipérbedaan pada karakter kebutuhan
nasabah.

Dari kebutuhan yang berbeda akan menimbulkan peluang pasar baru/lain
bagi ULGS yang berlaku,pada ULGS-bersangkutan, seperti,.budaya nasabah yang
berbeda yang terdapat pada ULGS Cabang Pamekasan atau ULGS Cabang
Yogyakarta, hal semacam inilah yang akhirnya sangat membutuhkan peran DPS
seéara cepat dan dinamis.

Mengoptimalkan fungsi DPS juga merupakan suatu tuntutan untuk
mewujudkan manajemen syar’i karena peran mereka sebagai orang yang dianggap
mampu memahami nilai-nilai syar’i menuntut tanggung jawab terhadap posisi dan
amanah yang diembannya. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an sebagai

berikut:

10 Peraturan Pemerintah No. 103, pasal 39, hal. 22.
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“..Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada ummat, yang
memberi petunjuk dengan hak (memimpin manusia kepada kebenaran) dan
dengan kebenaran itu mereka menjalankan keadilan” (a/-4 raf (7): 181)

“.dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu” (a/-7aubah (9): 105)

Dari ayat di atas maka sesungguhnya tanggung jawab DPS terhadap
posisinya itu dapat ditunjukkan dengan memberikan kemampuan yang terbaik
bagi lembaga syariah yang telah membenkan, kepercayaan (amanah) kepadanya
serta untuk mewujudkan kemaslahatan umat padaumumnya.!!

Hal ini selaras dengan tujuan manjemen dalam Islam yang bukan hanya
pada mencapal target dan keuntungan satu pihak semata tetapi menghasilkan
keuntungan dan resiko kerugian itupiin bersama (keadilan).!?

Tanpa disadari _jika _perusahaan_ (Perum Pegadaian) dalam aspek
manajenalnya tetap konsisten untuk memasukkan mlai-nilai moral dan agama
dalam merealisasikan tujuan yang hendak dicapai, maka secara tidak langsung
Perum Pegadaian telah mewajukan’ ‘tujuan..perusahaan. itu sendiri yakni

menyediakan pelayanan demi kemanfaatan umum.

'l Ek. Mukhtar Efendi, Manajemen; Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam
{Jakarta: Bhratara, 1996), hal. 55-56.

12 Tahir Abdul Muhsin  Suliman, Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam
(Bandung: Al-Ma’arf, 1985), hal. 144 lLhat, Jawahir Tanthawi, Unsur-unsur Manajemen
Menurut Ajaran al-Qur’an (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983), hal. 90.
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C. Aspek Produk dan Operasional

Aplikasi di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu yang amat penting
untuk diperhatikan oleh setiap lembaga keuangan syariah, karena masyarakat akan
sangat mudah untuk menilai aplikasi di lapangan secara langsung terhadap sesual
atau tidaknya apa vyang diterapkan dengan prinsip-prinsip syar’i ketika
memberikan tawaran produk dan pelayanan terhadap nasabah.

Dalam pelayanan Perum Pegadaian secara khusus menetapkan budaya
STAF INTAN bagi ULGS untuk menunjang daplikasi\gadai syariah di lapangan.i3
Budaya Organisasi terscbut sangat ferikat denpan ‘nilai-nilai syar’i yang apabila
diaplikasikan secara utuh dapat mewujudkan'pelayanan yang Isiami.

Dari produk jasa gadai syariah yang ditawarkan ULGS dapat ditinjau
kesesuainnya dari beberapa faktor yakni:

1. Akad (transaksi)

Akad merupakan unsur peating dalam suatu kesepakatan bisnis, karena
dengan adanya kejelasan dalam akad itulah perikatan akan berlangsung dan
berakhir.

Islam sangat menekankan kejelasan dalam berakad baik dari kedua belah
pihak yang berakad maupun objek akad tersebut. Anjuran kejelasan dalam

bertransaksi dapat dilihat dalam al-Qur’an surat a/-Bagarah (2): 280 benikut:

13 STAF INTAN merupakan singkatan dari kata-kata yang mempunyai arti khusus, agar
lebih jelas lihat pada Bab III, hal. 59
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“ Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertransaksi tidak secara tunai
dalam waktu yang telah ditentukan, tulislah hendaklah seorang penulis di antara
kamu menulis dengan benar.” (al-Bagarah (2): 280}

Ayat di atas mengajarkan untuk berakad dengan jelas dan benar (tidak
terdapat kecurangan) di antara kedua belah pihak yang akan merugikan salah satu
pihak atau bahkan kedua-duanya.

Ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, syarat
tersebut yakni:

. Pihak-pihak yang mélakukan akad telah dipandang mampu

o]

(mukallaf).
b. Akad tersebut tidak dilarang oleh nash.
c. Akad yang dilakukan' memenuhi syarat-syarat khusus yang
terdapat pada akad-vang-bersangkutan:
d. Akad tersebut bermanfaat.
e. ljab dan qabul dilakukan dalam satu mayjelis.!4
Syarat-syarat umum di ataS meripakan syarat yang harus terpenuhi dalam
suatu transaksi bisnis yang Islami. ULGS scbagai lembaga yang menjalankan
bisnis dengan menggunakan label syariah seyogyanya telah memenuhi syarat di
atas untuk merealisastkan nilai-nilai yang diembannya.
Syarat-syarat yang terlahir dari pemahaman para fugqaha terhadap nash di
atas, kiranya telah tercover dalam operasional ULGS yang dapat dilihat dengan

Jelas dalam prosedur pengajuan pinjaman pada ULGS yang harus dipenuhi oleh

14 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2003), hal. 106. lihat juga Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, hal 188.
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setiap nasabah yang ingin mengajukan pinjaman. Syarat yang harus dipenuhi
tersebut meliputi:

- Kepemilikan barang milik sendiri (KUH Perdata 1977)
- Foto copy KTP Penggadai atau kartu pengenal lain (SIM, Paspor)
yang berlaku.
- Marhiin yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Perum
Pegadaian.
- Surat Kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan dengan disertai
matrai dan KTP asli pemilik-barang.
-Mengisi  formulit ¥V Permintan Z, Pinjaman  (FPP)  dan
menandatanganinya.
- Menandatangani akad rahn dan‘/jarah dalam Surat Bukti Rain
(SBR).
Dalam mengisi FPP nasabah-harus‘mengisi-beberapa kolom pertanyaan di
antaranya nama, pekerjaan dan tujuan pinjaman.’(lthat' Bab III, hal. 62)
Syarat-syarat pengajuan pinjaman pada ULGS tersebut dipertegas dengan

ketentuan akad khusus rahn dan jjarah yang tercantum dalam Surat Bukti Rahn
yang menjadi bukti adanya kesepakatanm(ijab-qobul) antara kedua belah pihak

dalam transaksi gadai syariah.

2. Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadai (marhan) yang dapat diterima sebagai
jaminan pada Perum Pegadaian secara umum merupakan barang yang mempunyai
nilai (secara ekonomis) dimana nilai yang dimilikinya mampu menutupi hutang
yang ditanggungnya. Begitu pula di ULGS barang gadai yang diterima harus
memiliki nilai taksiran sama atau lebih dari jumlah pinjaman, hal ini penting

untuk mengantisipasi jika sampai batas waktu yang telah ditentukan penggadat
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(peminjam) tidak membayar pijamannya maka barang gadai terscbut yang akan
dijual demi terpenuhinya hutang si peminjam.

a. Penentuan nilai dan jenis barang

Penentuan jumlah nilai atau wujud barang (golongan) yang perbedaan di
setiap ULGS,'* merupakan kebijakan yang perlu dicermati karena apabila
penetapan tersebut lebih berpijak pada faktor ekonomis maka secara bertahap
tujuan dasar dari Perum Pegadaian dan ULGS khususnya akan sulit terwujud.

Kebijakan masing-masing ULGS -untdk’membatasi golongan barang gadai
(yang dapat digadai) dengan hanya menenima barang dari golongan tertentu
(golongan B, C atau D) yang diasumsikan memiliks nilai jual tinggi, secara jelas
hanya dimiliki oleh masyarakat menengah ke ataslakan berakibat langsung pada
tertutupnya akses masyarakat ekonomi//lemah/untuk dapat meminta pinjaman
[JLGS, sedangkan pada dasarnya merekalah-yang-sangat-membutuhkan peran jasa
pegadaian (ULGS) guna menutupi kebutuhan yang ada.

Fenomena inipun dalam pandangan syar’it dapat dipermasalahkan karena
dapat dipandang bertentangan denigan dalil al-Qur’ansurat al-Bagarah 283 yang
menjadi dasar diperbolehkannya gadai (rahn).

Secara jelas al-Qur’an menyatakan bahwa “rahn sebagai jaminan ketika

terjadi akad tidak tunai (hutang piutang)”,!® secara kontekstual kandungan ayat di

!5 Perbedaan ini disebabkan oleh keterbatasan tempat penyimpanan dan adanya
perbedaan kebiasaan di masyarakat, Madura dan Yogyakarta untuk menggadai barang Hal ini
dapat dilihat pada Bab Il1, hal 54 dan 76.

16 Al-Maraghi menjelaskan bahwa rahn digunakan sebagai jaminan kepercayaan ketika
terjadi transaksi dimana tidak ditemukan juru tulis, Mustafa al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi (3),
alih bahasa Ansori Umar dkk (Semarang: Toha Putra, 1992), hal. 132.
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atas dapat dipahami bahwa rahn merupakan akad yang terjadi dan dilakukan oleh
mereka yang tidak/kurang memiliki sejumlah harta tunai, yang seketika itu dapat
mencukupi transaksi (akad) yang dilakukan.

Kurangnya kemampuan seseorang melakukan akad secara tunai dapat
diindikasikan adanya faktor kekurangmampuan secara ekonomis (ekonomi
lemah) yang mengakibatkan ketidaksanggupan untuk memenuhi kebutuhan yang
ada secara langsung.

Dari analisa ini, maka kurdng tepat~jika UDGS menentukan jenis dan
golongan barang gadai yang dapat diterima berdasarkan kepentingan ekonomis
semata, atau dengan alasan terbataSnya lokast yang ada akan secara langsung
memutus akses masyarakat yang kemampuan ekonominya kurang sehingga akan
timbul ketidakmerataan dalam perputaran ekonomi’di masyarakat yang sangat
ditentang oleh Islam.!7

Sedangkan keterbatasan tempat peyimpanan merupakan alasan yang tidak
tepat karena pada dasarnya ULGS saat ini mendapatkan keuntungan dan jasa
penyimpanan (sewa tempat/tjarahytersebut.

Pembatasan jenis barang gadai juga akan menutup aspek ekonomis yang
ada pada barang tersebut.

Hilangnya aspek ekonomis disebabkan pembatasan golongan secara riil
dapat dijelaskan sebagai berikut: Jika jenis barang pada suatu ULGS yang
diterima hanya berupa perhiasan dan kendaraan bermotor, maka barang (benda-

benda) lain akan tidak diterima. Sedangkan benda berupa tanah, bangunan

17 Juhaya S. Praja, Filsafat, hal 113
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mempunyai potensi ekonomis yang sangat besar dan dari segi bukti yang
diserahkan sebagai jaminan juga lebih simpel yakni berupa selembar surat
keterangan kepemilikan (sertifikat dan BPKB).

Dari contoh tersebut perlu kiranya Perum Pegadaian dalam hal ini
memikirkan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Dan jika keterbatasan
lokasi itulah yang menjadi kendala, seharusnya ULGS dapat berbenah diri untuk
mendapatkan lokasi yang cukup layak dan memadai karena dengan sarana-sarana
yang baik itulah ULGS dapat maksimal, unfuk™melayani dan mendapatkan

keuntungan.

b. Biaya perawatan barang gadai

Jika melihat aspek biaya perawatanrbarang.gadai, yang dalam bahasan figh
menjadi tanggung jawab penuh orang yang menggadai (selama pihak yang
menerima gadai tidak memanfaatkan-barang gadai térsebut)i®, berlaku pula pada
ULGS di Indonesia yakni dengan(iengenakan biaya/jasa simpan terhadap rahin

yang dihitung berdasarkan besar taksiran barang.gadaian, '

Dengan biaya jasa simpan itulah, ULGS memperoleh pendapatan untuk
mengembangkan usahanya.

Pendapatan ULGS yang bersumber dari jasa simpan yang dilakukan
dengan menggunakan akad fjarah (transaksi sewa tempat) antara ULGS dan

rahin, kiranya kurang membawa perkembang signifikan bagi ULGS jika tidak

18 Hadis yang menjelaskan biaya tersebut berbunyi “ Dia berhak memperoleh bagiannya
dan berkewajiban membayar gharamnya” lihat Syyid Sabiq, Figh al-Sunnah, hal. 189.

19 | jhat Tabel biaya administrasi, dan jasa simpan di ULGS pada Bab III hal. 66-67.
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mengandalkan jasa-jasa lain yang bersumber pada potensi yang dimiliki walaupun
secara legal syar’1 akad tjarah tersebut diperbolehkan.

Yang dimaksud dengan perkembangan signifikan bagi ULGS ialah bahwa
dengan hanya mengandalkan jasa simpan sebagai andalan untuk memperoleh
keuntungan (lihat Bab IIi, hal. 75-77), maka perkembangan ULGS akan berjalan

lamban lebih-lebih dengan kondisi tempat yang sangat terbatas.

3. Aspek Sosial dan Komersial

Konsep rahn/gadal yang mempunya: dimensi sosial (nilai-nilai sosial)
sangat tinggi yakni tolong-menolong dengan pelayanan yang cepat dan mudah
bagi dana mendesak yang dibutulikan masyarakat,?® serta lembaga gadai (Perum
Pegadaian) sebagai bagian daril“suatu~perusahaan yang bertujuan mencari
keuntungan, merupakan cermin dari adanya aspek sosial dan komersial yang
harus dapat bersinergi dengan baik dalam ULGS:

Kesinergian kedua aspek €€rsebut dapat dilakukan yakni dengan secara
jelas membedakan dimana  aspek _sosial , digunakan dan aspek komersial
diberlakukan.

Saat 11 ULGS cenderung pada tidak membedakan sama sekali antara

kedua aspek tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberlakuan biaya

2 Yihat Bab II Hal. 15-16 mengenai tujuan Perum Pegadaian dan Bab III hal. 58-59
mengenai budaya organisasi, serta hasil wawancara dengan beberapa nasabah yang berlatar
belakang pekerjaan yang beragam (dengan metode purposiv sampling), untuk mengetahui motifasi
dan pelayanan yang dirasakan (lihat Imron Arifin, Penelitian Kualitatif, hal 131). Untuk nasabah
ULGS Kusumanegara, Yogyakarta yang diwawancarai terdiri dari: Ibu Sri Rejeki, Ibu Sutini (ibu
rumah tangga) dan Heni, Agustian (mahasiswa). Wawancara ini dilakukan pada tanggal 14
Agustus 2004. Sedangkan untuk nasabah di ULGS Pamekasan terdiri dari : Ibu Ida, Sri Astuti (Ibu
rumah tangga), Bapak Mustajab, Ibu Satini (PNS) dan Ibu Feti Herdati (wiraswasta) wawancara
pada tanggal 16-18 Agustus 2004, dari hasil dari kedua lokasi wawancara tersebut menunjukkan
bahwa kemudahan dan kecepatan serta pelayanan yang baik merupakan faktor utama bagi para
nasabah untuk menggadai di ULGS.
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administrasi yang sesuai dengan kebutuhan riil, jasa simpan yang cukup ringan
dibandingkan dengan bunga pada gadai konvensional, dan tidak memberlakukan
instrumen bunga untuk mencari keuntungan.?!

Di samping itu tidak atau belum adanya kegiatan untuk memanfaatkan dan
menggali potensi meskipun dalam Formulir Pengajuan Pinjaman, secara jelas
terdapat pertanyaan yang menyangkut pekerjaan dan kegunaan pinjaman yang
diajukan oleh nasabah, hal ini merupakan bukti tidak adanya pembedaan terhadap
kedua aspek tersebut meskipun sebahagian ,ULGS telah membicarakan aspek
konsumtif dan produktif.22

Dengan kondisi yang demikian akankah ULGS akan bisa cepat
berkembang dan memberi sumbangan yang berarti bagi aspek sosial tanpa ada
inovasi dan kerja keras bersama? mungkin jawabaniya tentu tidak.

Oleh karena itu, aspek komersial perlu dicarikan peluang dimana ia biasa
berkembang dengan baik dan akhirnya akan memberikan sumbangsih terhadap
aspek sosial.

Salah satu peluang bagi aspek.tersebut 1alahe

a. Pemberdayaan potensi yang dimiliki ULGS dar berbagai segi baik

SDM, SDA dan teknologi yang dimiliki.

2 Dalam Fatwa MUI mengenai gadai syariah, disebutkan bahwa biaya yang dikenakan
kepada rahin merupakan biaya riil yang keluar untuk kebutuhan marhin. Untuk biaya jasa simpan
digunakan untuk keamanan dan asuransi marhiin serta biaya sewa tempat sebesar Rp. 45 setiap
kelipatan Rp. 10.000/5 han, lihat Bab III hal 59 pada produk dan operasional ULGS cabang
Pamekasan.

22 “Omzet Pegadaian Syariah Melampaui Target”, Republika (kolony; Bisnis Syariah),
Sabtu 10 Juli 2004, hal. 2.
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b. Melihat potensi setiap wilayah yang berbeda dalam menerima marhin
dan pemanfaatannya, hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena
adanya perbedaan budaya (relativisme budaya) dapat berpengaruh pada
terwujudnya potensi bisnis yang cukup besar.23

¢. Di samping pemberdayaan potensi ULGS di atas pendapatan dapat pula
ditingkatkan dengan memaksimalkan layanan gadai yang telah ada
yakm dengan menyediakan tempat yang layak dan memadai untuk
melaksanakan akad sewa'tempat (4jarah).

d. Memberikan tenggang| waktu yang lebih panjang untuk pinjaman
produktif.

f. Merubah tipe perimaan 1iil barang yakniidari penerimaan wujud barang
gadai menjadi penerimaan surat bukti kepemilikan.

Metode perubahan wujud penerimaan.barang gadai_dapat diterapkan
hanya pada barang-barang khusus, yang tanpa surat bukti tersebut suatu
barang (benda) tidak dapat diperjualbelikan seperti halnya kendaraan
bermotor, tanah dan bangunan’

Dengan meminta surat bukti kepemilikan sebagai jaminan kiranya
ULGS telah menghemat tempat (penyimpanan) yang sering menjadi
masalah dan secara langsung menghilangkan aspek kemubaziran bagi

barang-barang yang pada hakikatnya dapat diberdayakan (manfaatkan).

2* James A F Stoner, Managent, hal. 117. lihat pemaparan pada Bab 11l hal 54 dan 76
mengenai kecenderungan masyarakat Madura untuk berinfestasi dalam bentuk emas dan
masyarakat Yogya yang kebanyakan terdiri dari Mahasiswa yang mempunyai kecenderungan
menggadaikan kendaraan bermotor dan barang-barang elektronik.
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Dengan menggali potensi yang dimiliki ULGS secara maksimal, akan
memberikan ULGS penghasilan yang lebih besar.

Begitu pula dengan pemanfaatan barang jaminan (marhin), meskipun
terjadi perbedaan ulama dalam menanggapi hal ini namun tidak dapat dipungkiri
bahwa ini merupakan potensi yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.2

Pemanfaatan barang gadat yang dimaksud, sebagai sarana untuk
menghilangkan aspek mubazir pada marhiin, yakni jika membiarkan barang gadai
yang mempunyai potenst untuk diGsahakian) dibiarkan begitu saja terbengkalai
distmpan dalam gudang, walau pada dasamya jikaldimanfaatkan ada sebahagian
jenis marhin yang nilainya akan berkurang;

ULGS sebagai bagian dari perusahaan umum yang secara jelas mencari
keuntungan harus menyiapkan secara) matang peluang-peluang pemanfaatan
marhiin guna kepentingankedua, belah.pihak

Pemanfaatan marhin dapat dilakukan setelah melihat dan mengolongkan
jenis marhiin ke dalam jenis yang dapat dimanfaatkan atau tidak, penggolongan
ini sangat penting agar dapat sesuar'dengan akad-akdd-yang akan dilakukan.

Ketika rahin yang menggadai barang dengan alasan untuk memenuhi
kebutuhan hidup maka sebenarnya ia butuh akan masukkan ekonomis
(pendapatan) untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan begitu pula dengan ULGS
sebagai bagian dari perusahaan maka jelas mencari pendapatan dan keuntungan

sebesar-besarnya.

24 Lihat pada Bab 11, Sub Bab Aplikasi Rahn, hal. 27.
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Dengan demikian, maka tidak berlebihan kiranya jika dengan inisiatif
yang dilandasi keinginan dan keikhlasan bersama untuk mencari kebaikan, maka
aspek pemanfaatan int dapat dilakukan.

Lebih-lebih jika pemanfaatan barang gadai dikelola dengan manajemen
yang baik dan transparan, kiranya dapat diandalkan sebagai pemasukan bagi
kedua belah pihak, baik yang memanfaatkan barang tersebut pemilik yang

menggadaikan barang maupun ULGS.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka ada beberapa hal yang
dapat disimpulkan dalam bab ini, yakni sebagai berikut:

1. Dilihat dari artinya, Gadai (ra/n) merupakan hak atas jaminan karena transaksi
utang piutang bukan pemilikan atasSbenda) Sedangkan Gadai Syariah yaitu
gadai yang dilandasi oleh prinsip-prinsip syarli, yang dalam aplikasinya
terhindar dari praktek bunga dan berdimenst sosial yang sangat tinggi (tolong-
menolong).

2. Unit Layanan Gadai Syariah' (ULGS) sebagai lembaga pegadaian yang
menjalankan gadai | syariah, merupakan, suatu unit mandiri dari Perum
Pegadaian yang merupakan hasil kerja sama antara Perum Pegadaian dan Bank
Muamalah Indonesia.

3. ULGS 'Cabang Pamekasan'~ddn “Yogyakarta~ khususnya" dan ULGS vang
terdapat pada Perum Pegadaian umumnya, secara legal formal belum memiliki
landasan hukum yang khusus, baik berbentuk Undang-undang maupun
Peraturan Pemerintah yang dapat memayungi keberadaan Pegadaian Syariah,
yang pada dasarnya keberadaan landasan hukum formal bagi suatu lembaga
ekonomi syanah tersebut merupakan keniscayaan yang amat penting untuk
melindungi sistem syariah yang diembannya. Sedangkan secara legal syar’i,

ULGS dapat dikatakan telah mendasarakan mekanisme dan operasionalnya

102
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pada prinsip-prinsip syar’i yang bersumber pada dalil-dalil al-Qur’an, a/-
Sunnah, Iljma dan Fatwa MUI yang dapat dilihat pada landasan hukum ULGS.

4. Dilihat dari aspek manajerial, adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang
terdapat dalam struktur organisasi Perum Pegadaian kiranya belum bekerja
secara maksimal, hal ini lebih disebabkan oleh terbatasnya wewenang yang
diberikan pada DPS yang tidak sekuat wewenang yang diberikan kepada
Dewan Pengawas, yang dalam batas tertentu dapat memberhentikan sementara
Direksi (PP No 103 Tahun 2000"Pasal 40). Disamping wewenang yang terbatas
vang dimiliki DPS, kiranya DRS tidakthanya terstruktur ditingkat pusat Perum
Pegadaian saja, melainkan DBS- hendaknya’terdapat disetiap Kantor wilayah
atau cabang syariah, sehingga permasalahan-permasalahan ateu kebutuhan dan
kebiasaan nasabah yang berbeda’ pada“setiap kantor wilayah atau cabang
(nasabah di Madura yang terbiasa menggadai emas dan kendaraan bermotor,
dengan nasabah di Yogyakarta yang cenderung menggadai barang elektronik),
vang sangat membutehkan solusi ‘secafa cepat dan tepat akan segera dapat
diselesaikan.

5. Jika ditinjau dari aspek produk dan operasional ULGS dapat disimpulkan:

a. Produk ULGS saat ini, masih terfokus pada layanan gadai syariah
semata meskipun sebahagian ULGS seperti Cabang Pamekasan telah
mengembangkan usaha toko emas “galeri 24”. Belum berkembangnya
produk ULGS i1 lebih disebabkan keterbatasan pada faktor teknis

vang ada, yakni keterbatasan tempat (Kantor ULGS).
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b. Sebahagian ULGS mengambil kebijakan untuk memberikan batasan
bagi jenis dan nilai barang (golongan) vang dapat digadaikan,
sebagaimana yang terdapat pada ULGS Cabang Kusumanegara
Yogyakarta, secara ekonomis dapat menguntungkan, akan tetapi,
kebijakan yang ditetapkan tersebut haruslah juga mempertimbangkan
aspek sostal yang diemban ULGS dan Perum Pegadaian umumnya.

c. Budaya organisasi yang diterapkan ULGS (STAF INTAN) jika
diaplikasikan secara / utuh>ldapat mencerminkan tujuan perum
pegadaian yang berdimensi |sosial” yang cukup tinggi, serta
mengaplikasikan nilaidfilai “§yat’? yang diembannya yakni dengan
memberikan pelayanam yang/mudahy cepat dan mengedepankan
silaturahmi.

d. Keuntungan yang, diperoleh UbGS~Pamekasan dan-Kusumanegara
seccara khusus, serta ULGS pada umumnya hanya bersumber dari
pendapatan jasa simpan dan belum pada aspek pemanfaatan barang
jaminan (barang gadaf) serta pemberdayaan potensi-potensi lain yang
dimiliki.

6. ULGS Cabang Pamekasan yang telah berdiri pada awal tercetusnya pegadaian
syariah dan ULGS Cabang Kusumanegara Yogyakarta yang berdir1 kemudian
merupakan representasi dari ULGS yang ada di Perum Pegadaian dan

merupakan gambaran dari keberadaan Pegadaian Syariah di Indonesia.
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B. Saran-saran

Dart hasil penelitian terhadap data-data dan menganalisanya, maka ada
beberapa hal yang dapat kami rekomendasikan sebagai masukan bagi
perkembangan Pegadaian Syariah khususnya dan Bisnis Syariah umumnya
sebagai berikut:

1. Hendaknya Perum Pegadaian selaku perusahaan milik pemerintah mengajukan
usulan kepada Mentert Keuangan (pemerintah) untuk mengeluarkan peraturan
khusus mengenai gadai syariah [sebagai respon terhadap perkembangan ULGS
yang cukup pesat, serta memberikan‘“wewenang dan tugas lebih luas kepada
Dewan Pengawas Syariah yang setara dengan Dewan Pengawas.

2. Dalam menetapkan Golongan- dan’/jenis “marhin hendaknya ULGS
mempertimbangkan dua aspek urgen’yang’diemban oleh lembaga Pengadaian
yakni aspek sosialjdan kemérsial,

3. Pemberdayaan terhadap potensiryang dimiliki ULGS hendaknya ditingkatkan
dengan berusaha mencari inovasi-inovasi baru baik yang bersumber pada
adanya perbedaan kebiasaan nasabah pada setiap wilayah/cabang maupun
potensi internal ULGS yang harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syar’i.

4. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut
yang berkenaan dengan sistem bagi hasil yang diterapkan Perum Pegadaian
dengan Bank Muamalah Indonesia, serta stud: kelayakan berdirinya Pegadaian

Syariah sebagai satu perusahaan yang mandiri.



106

Lampiran 1

Struktur Organisasi Perum Pegadaian
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Lampiran 2

Skema Pengajuan Pinjaman dan Pemanfaatannya

Pegadaian

NASABAH Syariah/Penaksir

Permohonan
| Pinjaman

Sduktlf/aspek
ersial

Untuk Marhiin Produktif

Pemanfaatan Marhin dengan Akad Mudharabah

Pegadaian Syariah B

Marhin/barang
jaminan

Ket : Pengelolaan dan pembagian nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan kedua belah fihak.
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Lampiran 3

Struktur Organisasi Perum Pegadaian
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Lampiran 4

Surat Bukti Rahn dan Formulir Pengajuan Pinjaman
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Lampiran 5

Skema Pengajuan Pinjaman Pada ULGS

T PENAKSIR

| Form
| Permintaan
{ Pinjaman (FPP)

SIS

SR
St




112

Lampiran 6

Skema Prosedur Pelunasan Pinjaman Pada ULGS
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